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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 memperjuangkan
aadanya tuntutan kuat untuk mengadakan perubahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia. Berangkat dari dinamika ketatanegaraan yang terjadi
pada bidang politik, hukum, ekonomi dan birokrasi melandasi keinginan sebagian
besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Keberadaan
birokrasi di Indonesia, secara sosiologis dihadapkan pada kondisi dimana
birokrasi banyak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh rumitnya proses
birokrasi yang mengakibatkan kelambatan dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi birokrasi itu sendiri. Terlebih lagi proses yang berbelit-belit tersebut
menjadi beban pada anggaran negara.

Keterpurukan praktik birokrasi di Indonesia yang diakibatkan oleh praktik

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), menuntut suatu usaha perbaikan untuk

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan kata lain,




pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini telah membentuk
budaya yang kental dengan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, sangat berkaitan
dengan bagaimana memperbaiki birokrasi sehingga muncul ide untuk melakukan
reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi dalam konteks kekinian masih dihadapkan pada
persoalan korupsi dan rendahnya kualitas ayanan publik. Sektor pelayanan
publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non
departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan,
investasi, pembuatan KTP, SIM, STNK, IMB, transportasi, akta, sertifikat tanah,
listrik, air, telepon, pos, dan sebagainya merupakan sektor yang rentan
terjadinya korupsi, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Di sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau
birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat
umum.

Ketiadaan komitmen dan paradigma tentang peran, kedudukan dan
fungsi administrasi negara dalam pembangunan negara telah menjadi penyebab
reformasi birokrasi di Indonesia tidak memiliki visi, dan berjalan sangat sporadis.
Sampai sekarang tidak terlihat bentuk atau grand design yang diinginkan dalam
rangka reformasi birokrasi karena tidak adanya kemauan politik dari pemerintah.
Semua bentuk reformasi yang dijalankan di negara lain diadopsi tanpa satu
tujuan yang terkait dan terintegrasi. Ketidakpahaman ini telah menyebabkan tidak
saja gagalnya program pembangunan, tetapi juga marjinalisasi peningkatan
kapasitas administrasi Negara sebagai agen pembangunan (Desiana, 2014).

da hakikatnya korupsi beserta kembarannya yakni kolusi dan

nepotisme bukanlah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena adanya

hubungan, misalnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha. Oleh karena




adanya interaksi itulah, maka kemungkinan adanya KKN bisa terjadi, seperti
tawar menawar biaya, pungutan liar, kolusi, penjualan pengaruh, nepotisme,
kuitansi fiktif, manipulasi laporan keuangan, katabelece, transfer komisi, mark up,
pemerasan, penyuapan (sogok) yang disamarkan sebagai hibah, hadiah atau
uang terima kasih dan cara-cara lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
yang kesemuanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Pada tanggal 15 September 5, Transparency International Indonesia
meluncurkan Laporan Survei Persepsi Korupsi 2015. ebelumnya, Corruption
Perception Index (CPl) 2014 yang diterbitkan secara global oleh Transparency
International menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang
tinggi. Dalam CPI 2014 tersebut, Indonesia menempati posisi 117 dari 175
negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100
berarti sangat bersih). Korupsi secara khusus disebut menempati urutan teratas
dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.

da tahun 2015 survei persepsi korupsi 2015 dilakukan di 11 (sebelas)
kota di Indonesia. Sebelas kota tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kota
Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, Kota Makassar, Kota Manado,
Kota Medan, Kota Padang, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Jakarta.
ari survei tersebut diperoleh hasil kota yang memiliki skor tertinggi dalam
Indeks Persepsi Korupsi 2015 adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota
Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. Sementara itu,
Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Kota Bandung

dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassar skor 48.

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi 2015

KOTA SKOR
ta Banjarmasin 68
Kota Surabaya 65




Kota Semarang 60
Kota Pontianak 58
Kota Medan 57
Kota Jakarta Utara 57
Kota Manado 55
Kota Padang 50
Kota Makassar 48
Kota Pekanbaru 42
Kota Bandung 39

Sumber: www.ti.or.id

Dari hasil survei didapati bahwa responden menilai adanya perbaikan
tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan, namun
komposisi sektor publik yang dipersepsikan korup masih sama. Responden
masih menilai kepolisian, legislatif, dan peradilan sebagai sektor publik yang
paling terdampak oleh korupsi. Temuan lainnya adalah sektor lapangan usaha
yang memiliki prevalensi suap paling tinggi menurut responden adalah usaha di
sektor minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Sementara itu, sektor
yang memiliki potensi suap rendah menurut responden adalah sektor pertanian,
sektor transportasi, dan sektor hotel dan restoran. Sektor lapangan usaha yang
memiliki alokasi suap terbesar adalah sektor konstruksi dengan rerata alokasi
suap sebesar 9.1%; jasa dengan rerata alokasi suap sebesar 7.4%; dan Migas
dengan rerata alokasi suap sebesar 7.2%. Sementara sektor yang memiliki
alokasi suap terendah adalah pertanian dengan rerata alokasi suap sebesar
3.5%; perikanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3.3%; dan kehutanan
dengan rerata alokasi suap sebesar 3.2%. Terdapat bukti secara empirik bahwa
persepsi korupsi di daerah memiliki hubungan erat dengan penurunan daya
saing dan penurunan kemudahan di daerah berusaha. Daerah dengan indeks
persepsi korupsi yang tinggi memiliki daya saing dan kemudahan berusaha yang

tinggi pula. Sebaliknya daerah yang memiliki indeks persepsi korupsi yang
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rendah memiliki kemudahan berusaha yang rendah pula. Korupsi dinilai terjadi
secara sistemik, sehingga perlu pemerintah kota perlu menggunakan pendekatan
sistemik pula upaya pemberantasan korupsi. Pemetaan sistem integritas lokal
perlu buat untuk mengetahui pilar mana yang diharapkan dapat berkontribusi
besar dalam upaya pemberantasan korupsi (wwwti.or.id).

Tidak hanya terkait dengan persoalan korupsi, persoalan krusial yang

sering dihadapkan dengan reformasi birokrasi di Indonesia adalah terkait dengan
rendahnya kualitas pelayanan publik. Iayanan publik merupakan suatu tolak
ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai
langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Secara
umum kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah.

puasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan
menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat
adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkannya. Hal ini didukung oleh
pernyataan Hoffman dan Beteson (1997, p.270), yaitu: "without costumers, the
service form has no reason to exist”. Definisi kepuasan publik menurut Mowen
(1995, p.511): "Costumers satisfaction is defined as the overall attitudes
regarding goods or services after its acquisilion and uses”. Oleh karena itu,
penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dan
keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan lebih jauh
lagi kedepannya dapat dicapai kesetiaan masyarakat. Sebab, bila tidak dapat
memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat sehingga menyebabkan
ketidakpuasan masyarakat mengakibatkan kesetiaan masyarakat akan suatu

produk menjadi luntur dan beralih ke produk atau layanan yang disediakan oleh

badan usaha yang lain.




Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh

masyarakat, namun hingga kini masih belum mengalami perubahan yang
signifikan. rbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan
seluruh masyarakat, namun hingga kini masih belum mengalami perubahan yang
signifikan. ri segi kualitas, pelayanan publik di Indonesia memang bukan yang
terburuk di ASEAN. Indonesia sedikit lebih baik dari Myanmar, Filipina, Laos, dan
Kamboja. Namun, Indonesia kalah jauh dari Singapura, Vietnam, dan Malaysia.

Pelayanan publik di tingkat global, Indonesia berada di peringkat 126 dari 180

negara yang diobservasi.
Tabel 2. Perbandingan Skor Government Effectiveness Negara-Negara
Asean

ingapore 2.23 2.13 2.29 2.45 2.53

Malaysia 0.99 0.99 0.99 1.06 113
3 | Brunei Darussalam 0.56 0.59 0.77 0.86 0.89
4 | Thailand 0.22 0.36 0.25 017 0.1
5 | Philippines -0.28 -0.11 -0.09 -0.04 0.00
7 | Vietnam -0.50 -0.30 -0.34 -0.35 -0.31
8 | Cambodia -.0.89 -0.92 -0.90 -0.86 -0.81
9 | Laos -0.92 -0.01 -0.79 -0.87 -0.84

Sumber: Governance Matters VIII; Aggregate and Individual Govemance
Indicators 1996-2008, Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo
Mastruzzi
1
Pada hakikatnya pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan negara
sehari-hari merupakan suatu organisasi kenegaraan yang dibentuk atas dasar
kepercayaan (trust) publik dan keniscayaan (avaliabilty) negara. Pemerintah
dibentuk bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi

untuk melayani masyarakatnya. Pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki yaitu
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pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan
(development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat,
pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan
akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Rasyid,1997 : 48).

Pada era negara modern seperti sekarang ini, pemerintah dalam
menjalankan berbagai aktivitasnya wajib melaksanakan prinsip-prinsip good
governance. Terminologi good governance merupakan sebuah terminologi yang
pada awalnya diperkenalkan oleh beberapa lembaga internasional seperti UNDP
(United Nations Development Programme) dan World Bank. Popularitas
terminologi ini mencuat dikalangan pemerintah, akademisi, dan LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat).

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip
yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik meliputi Partisipasi (Participation),  Aturan
Hukum (Rule of Law), Transparansi (Transparency), Daya
tanggap (Responsiveness), Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation),
Berkeadilan (Equity), Efektivitas dan Efesiensi (Effectiveness and Efficiency),
Akuntabilitas (Accountabilty), Bervisi Strategis (Strategic  Vision), Saling
Keterkaitan (Interrelated). Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah
karakteristik good governance adalah masyarakat sipil yang kuat dan
partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif
yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.
Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti:
transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan.

Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa




good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu: (1) accountability, (2) transparancy,
(3) predictability, dan (4) Responsiveness (Krina P, 2003).

as bahwa jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata
pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari
satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang
dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good govemance,yaitu:
(1) Transparansi, (2) Partisipasi Masyarakat, dan (3) daya tanggap. Good
govermnance wasa ini sedang menjadi acuan dalam proses mencari cara
perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Good governance sebagai
bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang
diharapkanterwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi dan
berorienasi pada masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas
prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Secara teoritik implementasi prinsip good governance yang efektif
menuntut adanya suatu model sinergitas koordinasi yang baik, berintegritas,
profesional, etos kerja, dan moral yang tinggi. Apabila hal tersebut tidak terwujud
maka berpotensi menimbulkan apa yang dinamakan dengan istilah “Patologi
birokrasi” u penyakit birokrasi. Patologi birokrasi adalah “hasil interaksi
antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah”.
Patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur
birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hirarki panjang, spesialisasi,
formalisasi dan kinerja birokrasi yang tidak linear (Dwiyanto,2011). Berdasarkan
hal tersebut dapat dipahami bahwa penerapan prinsip od governance dalam
konteks penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan suatu tantangan

tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa terselenggaranya




good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam proses mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Secara umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan
pemerintahan termasuk provinsi yang berprestasi dalam aspek pelayanan publik.
Kalimantan Selatan memperoleh skor cukup tinggi dalam survei Indeks Prestasi
Korupsi Indonesia pada 2008 dan 2010 menurut Transparansi Indonesia (Tl).
Pada bulan Desember 2009, Kalimantan Selatan juga mendapatkan Posisi Il
Terbaik dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan survei integritas oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di wilayah Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan Citra
Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi di tahun 2010. Bahkan, Pemerintah Kalimantan Selatan
mendapatkan tropi penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP) pada Maret 2011.

Pada tanggal 11 Desember 2015, menterian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas
kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil evaluasi
menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh nilai
76, 30 atau predikat “BB”.niIaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya,
kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan sudah menunjukkan hasil yang baik.

Meskipun demikian, sisi yang lain, birokrasi di Provinsi Kalimantan

Selatan memiliki banyak permasalahan. Banyaknya aksi demonstrasi oleh




mahasiswa dan pressure group (kelompok-kelompok penekan) terhadap
pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dari ketidakpuasan dan juga
ketidakpercayaan pada pemerintah. tataran lokal, banyak masyarakat yang
tidak percaya atas berbagai macam penghargaan yang telah didapat itu.
Skeptisisme ini muncul berdasar pada kinerja pelayanan publik dasar yang
belum memuaskan dalam pelayanan publik dibidang kesehatan dan pendidikan.

dilandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang
disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang
kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Pada dimensi pelayanan public
dibidang kesehatan menempatkan mah sakit sebagai salah satu intitusi
pemerintah yang bertugas untuk menjaga masyarakat untuk tetap sehat. Upaya
ini dilakukan dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik, menyiapkan
fasilitas yang memadai, baik alat maupun alat penunjang lainnya. Sehingga
kepuasaan pasien dalam pelayanan dapat tercapai. Namun secara empirik,
masyarakat dalam beberapa perbincangan yang terbatas, baik diwarung kopi,
dirumah dan diruang publik lainnya acapkali mengeluh dengan pelayanan rumah
sakit daerah yang kurang profesional, ramah, bersih, nyaman, birckrasi yang
berbelit-belit dan masih banyak keluhan masyarakat lainnya yang cenderung
memberikan nilai negatif terhadap pelayanan kesehatan dirumah sakit, dan
kondisi ini telah berlangsung menahun seakan birokrasi rumah sakit “menikmati”
kondisi ini.

Kondisi tersebut juga terjadi pada pelayanan publik dibidang pendidikan.
Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang pendidikan nghadapi berbagai
tantangan yang semakin kompleks karena pengaruh perkembangan lingkungan
internal dan eksternal. Persoalan pendidikan mempunyai banyak pilar yang

harus ditangani seperti perluasan dan pemerataan akses pendidikan,
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peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, penguatan tata kelola,
akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.
Berdasarkan berbagai kondisi tersebut tentu sangat diperlukan berbagai

langkah perbaikan yang strategis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan
pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, ngingat fungsi
pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah daerah harus terus
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat.

Apabila prinsip-prinsip good governance telah terinternalisasi di dalam
tubuh aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka hal-hal di atas
tidak perlu terjadi, karena ketika good governance telah diterapkan sedemikian
rupa maka fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan,
pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan semestinya dan
akan membawa masyarakat pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian
tentang “Peran Birokrasi Dalam Pengembangan Daerah Guna Mewujudkan
Good Governance di Kalimantan Selatan (Kajian Tentang Prinsip
Transparansi, Parlisipasi, dan Daya Tanggap Pada Dinas Pendidikan dan
Rumah Sakit Umum Daerah)”. Secara mendalam penelitian ini sangat penting

untuk dilakukan, karena secara filosofis, sosiologis, dan yuridis hasil penelitian ini

diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi penciptaaan tata pemerintahan
yang baik dan berwibawa (good public governance) pada semua tingkatan dan

lini pemerintahan dan pada semua kegiatan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat

segera diwujudkan.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Apakah pelaksanaan birokrasi pada dinas pendidikan dan rumah sakit umum

daerah di Kalimantan Selatan sudah mencerminkan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan daya tanggap ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan daya pada dinas pendidikan dan rumah sakit
umum daerah di Kalimantan Selatan 7.

3. Strategi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dalam
pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap pada
dinas pendidikan dan rumah sakit umum daerah?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan prinsip transparansi,
partisipasi, dan daya tanggap dalam konteks birokrasi pada dinas pendidikan
dan rumah sakit umum daerah di Kalimantan Selatan

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap
pada dinas pendidikan dan rumah sakit umum daerah di Kalimantan Selatan

3. Untuk merumuskan strategi yang ideal dalam mengatasi kendala dalam

pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap pada

dinas pendidikan dan rumah sakit umum daerah.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis : mperkaya kajian pengetahuan masyarakat mengenai
pentingnya penerapan prinsip good govemance, terutama prinsip
transparansi, partisipasi, dan daya tanggap sebagai salah satu standar mutu

pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
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Masyarakat harus tahu bahwa dalam proses pelaksanaan prinsip good
governance (transparansi, partisipasi, dan daya tanggap) tidak bisa
dilepaskan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan guna menciptakan
sebuah sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam
proses penyediaan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis : sebagai bahan masukan/rekomendasi kepada Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam rangka optimalisasi
reformasi birokrasi berbasis prisip good governance (terutama prinsip
transparansi, partisipasi, dan daya tanggap) dan peningkatan akuntabilitas
kinerja instansi dalam setiap pelayanan publik yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

1.5 Ruang Lingkup

Kajian ini tidak untuk mengevaluasi kinerja, kualitas, baik atau buruknya
pelayanan publik pada birokrasi pemerintahan di daerah Kalimantan Selatan.

Kajian ini hanya memfokuskan pada 3 (tiga) prinsip Good Governance, yakni

prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Daya Tanggap pada Dinas Pendidikan dan

Rumah Sakit Umum Daerah di merintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di

Kalimantan Selatan.

Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Daya Tanggap dipilih untuk dikaji di

dalam penelitian ini karena merupakan prinsip-prinsip penting yang selalu ada di

dalam rumusan yang disusun para ahli terkait tata pemerintahan yang baik dan

ketiga prinsip ini saling terkait satu dengan yang lain dalam rangka mewujudkan

tata pemerintahan yang baik. Selain itu belum ada kajian secara khusus di

daerah Kalimantan Selatan terkait dengan prinsip-prinsip tersebut.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Birokrasi dan Reformasi Birokrasi

Menurut Hegel dalam Sulistio & Budi (2009), mengungkapkan bahwa
birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral dalam
struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang
memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili
kepentingan khusus dalam masyarakat. Blau dalam Pasolong (2008),
mengatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi yang dirancang untuk
menyelesaikan tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi pekerjaan
banyak orang secara sistematis. Senada dengan pendapat tersebut, Muhaimin
dalam Sulistio & Budi (2009), mengatakan bahwa birokrasi adalah keseluruhan
aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu
pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari
pemerintah karena statusnya itu. Sementara itu Blau dan Page dalam Santosa
(2008), mengatakan bahwa birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi
yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan
cara mengkoordinasikan secara sistematik dari pekerjaan banyak orang.

Reformasi dalam konteks birokrasi ujukan untuk memperbaiki birokrasi
dikarenakan birokrasi lah yang bertugas melayani masyarakat dan bersentuhan

langsung dengan masyarakat, oleh karena itu untuk memperbaiki
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penyelenggaraan pelayanan publik maka pemerintah melakukan reformasi
birokrasi. Caiden dalam Zauhar (2007), mengatakan bahwa reformasi
administrasi sebagai the artificial inducement of administrative transformation
against resistance, dimana dapat diartikan bahwa reformasi administrasi
merupakan keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau
transformasi di bidang administrasi. Kemudian Caiden dalam Zauhar (2002) juga
mengatakan bahwa reformasi administrasi sebagai upaya untuk
menyempurnakan atau meningkatkan kinerja (performance). Sementara itu
menurut Yehezkel Dror dalam Zauhar (2007), reformasi administrasi adalah
perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi.

Sedarmayanti (2009) mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan
upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan
tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas. Dimana reformasi biokrasi itu
mencakup beberapa perubahan yaitu:

a. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), perubahan
yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah pola berfikir yang terdahulu
(buruk), birokrasi harus memiliki pola pikir yang sadar bahwa mereka sebagai
pelayan masyarakat, mereka harus memiliki sikap dan pola tindak yang baik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam artian tidak
menyimpang dari peraturan yang teah ditetapkan.

b. Perubahan penguasa menjadi pelayan, perubahan yang dimaksud yaitu
birokrasi harus merubah sikap mereka, karena dapat kita ketahui bahwa
selama ini birokrasi selalu menganggap bahwa mereka adalah penguasa
karena memiliki jabatan yang tinggi dibanding masyarakat sehingga mereka

membuat mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang harus
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selalu dihormati. Oleh karenanya hal seperti itu harus dihilangkan dari
birokrasi.

c. Mendahulukan peranan dari wewenang, perubahan yang dimaksud yaitu
birokrasi harus selalu mendahulukan perananannya yaitu sebagai pelayan
masyarakat harus dapat melayani masyarakat dengan baik, dengan cara
mengenyampingkan wewenang mereka sebagai pejabat atau pegawai
pemerintah.

d. Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir, perubahan yang dimaksud yaitu
birokrasi harus selalu mengutamakan hasil akhir dari pelayanan yang mereka
berikan kepada masyarakat seperti menciptakan kepuasan pada masyarakat.

e. Perubahan manajemen kinerja, perubahan yang dimaksud yaitu merubah

manajemen kinerja birokrasi agar dapat menjadi lebih efektif dibandingkan

sebelumnya.
Reformasi birokrasi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025, yang bertujuan memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi
birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di K/L
dan Pemda dapat berjalan secara efekiif, efisien, terukur, konsisten dan
terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. formasi birokrasi berkaitan
dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi
pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak
sedikit. Selain itu, perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi
hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah
bertahap, konkret, realistis, bersungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/
rutinitas yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

1. Konsep Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
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Kepemerintahan yang baik atau Good Governance dapat dilihat sebagai
kata-kata atau istilah biasa yaitu kepemerintahan yang baik, namun juga
digunakan sebagai sebuah label konsep, khususnya pada prinsip AAUPB
(Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Menurut Koentjoro Purbopranoto
dan SF. Marbun. Macam-macam AUPB tersebut, bagai berikut :

a. Kepastian hukum

b. Asas keseimbangan

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan

d. Asas bertindak cermat

e. Asas motivasi untuk setiap keputusan

f. Asas tidak mencapuradukan kewenangan

g. Asas permainan yang layak

h. Asas keadilan

i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar

j- Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal

k. Asas perlindungan atas pandangan hidup

I. Asas kebijaksanaan

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum
(M. Makhfudz, 2013).

Istilah Good Govemance ada yang mengartikannya sebagai tata
pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem
pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah govermnance
sebagai proses penyelenggaraaan kekuasaan negara dalam melaksanakan
public good and services (Ari Dwipayana,2003).

Berbicara mengenai good govemance baik sebagai tata pemerintahan

yang baik maupun sebagai sistem pemerintahan yang baik tentu tidak bisa
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dilepaskan dari prinsip umum merimahan yang baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Adapun fungsi prinsip-prinsip um pemerintahan yang baik
dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun
bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan
yang baik (good governance) (Hotma P. Sibuea, 2010).

oﬂd Bank merumuskan good govermnance sebagai penyelenggaraan
managemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi
dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political frame work
bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Budi Wiyoto, 2005).

Leach dan rcy-Smith menyatakan bahwa government mengandung
pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu,
memberikan pelayanan, sementara sisa dari ‘kita’ adalah penerima yang pasif.
Sementara governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang
diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses governance (Sumarto, 2009).
mbaga Adiministrasi Negara (2000) menyatakan good governance adalah
sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan
bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga “sinergi” interaksi
yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.
nurut Taschereau dan Campos yang dikutip thoha (2003:63) dalam Sulistiyani
(2011) good govemance adalah suatu kondisi yang menjamin adanya proses
kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling
mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (goverment),

rakyat (citizen), atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sektor

swasta.
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Budi Wiyoto (2005) mengatakan arti good dalam good governance

mengandung dua pengertian, yaitu; pertama, mengandung makna tentang
orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara.
Berorientasi pada nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai
yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian,
pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, demokratisasi dalam kehidupan
bernegara seperti legimitasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi dan
pemberdayaan masyarakat. Kedua, mengandung makna tentang aspek — aspek
fungsional pemerintahan yangefektif dan efisien, atau pemerintah yang berfungsi
ideal, yaitu mampu berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai
tujuan nasional.

Rewansyah (2010) mengartikan Kata “good” di depan governance berarti
“‘baik”, “sehat”, atau tidak sakit. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan
yang sehat. Karena pemerintahan yang sehatlah yang mampu mengemban visi,
misi, tugas dan fungsi yang di amanatkan rakyat. Kata baik (good) dalam istilah
kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua makna.
Pertama bermakna nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat
dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan,
dan keadilan sosial. Kedua  bermakna aspek-aspek fungsional dari
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk
mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan Sjahrudin Rasul (2012)
mengartikan makna ood dalam good governance disini mengandung dua
pengertian; pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak
rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam

pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembanguan berkelanjutan dan
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keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif
dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Tujuan pokok good governance alah tercapainya kondisi pemerintahan
yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan
melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat

madani dan sektor swasta) (Hardiyansyah, 2011). Menurut Sedarmayanti (2010)

ri aspek pemerintahan, good govermance dapat dilihat melalui beberapa

aspek, yaitu :

a. Hukum/kebijakan, ditujukan pada perlindungan sosial, politik dan ekonomi.

b. Kompetensi administrasi dan transparansi. Kemampuan membuat
perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan
penyederhanaan organisasi, penciptaan iklim disiplin dan model administrasi
dan keterbukaan informasi.

c. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi departemen.

d. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar,
peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta,
deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro
ekonomi.

United Nation Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa
karakteristik good governance meliputi:

a. Interaksi, melibatkan 3 mitra besar : pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi,
sosial dan politik.

b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan

kontribusi terhadap kualitas hasil.
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. Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri adalah kunci

keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan
yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi
terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat dan
memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek

kepemerintahan yang baik.

. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang

menghasilkan persatuan, harmoni dan kerjasama untuk pertumbuhan dan
pembangunan yang berkelanjutan, kedamaian dan keadilan dan kesempatan

merata disemua sektor untuk masyarakat madani.

. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar

dan masyarakat madani (Sedarmayanti, 2010)

Good governance sebagai model dan paradigma baru orientasi

pemerintahan di Indonesia tentu harus sesuai dengan asas penyelenggaraan

negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang

Pe

Ne,

1.

nyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
potisme (KKN), yaitu sebagai berikut. (Ridwan HR, 2011)
Asas Kepastian Hukum, vyaitu asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara.
Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
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4. Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskrimatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dengan demikian jelas bahwa wujud dari good governance adalah
terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, akuntabel,
efektif dan efisien dengan tetap menjaga hubungan yang konstruktif antara
negara, sector swasta, dan masyarakat. Karena good governance meliputi
sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governance juga
merupakan upayamelakukan penyempurnaan adinistrasi negara yang berlaku
pada suatu negara.

Dalam perspektif good governance, apa dan bagaimana untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat melalui proses pembangunan tidak hanya ditentukan
sepihak oleh institusi pemerintah. Sebaliknya, institusi pasar dan institusi
masyarakat sipil wajib hukumnya dilibatkan secara penuh. Kehadiran aktor-aktor

non-pemerintah, baik para pelaku pasar maupun masyarakat sipil, akan
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mendorong proses-proses politik yang terjadi ditubuh institusi pemerintah
semakin akuntabel, responsive, dan transparan (Alamsyah, 2010).
2.  Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik od Governance)
Menurut Bappenas (2002), terdapat 14 (empat belas) prinsip good
governance yaitu sebagai berikut :
1. Wawasan ke Depan (visionary);
2. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency);
3. Partisipasi Masyarakat (participation);
4. Tanggung Gugat (accountability);
5. Supremasi Hukum (rule of law);
6. Demokrasi (democracy);
7. Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency);
8. Daya Tanggap (responsiveness);
9. Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness);
10. Desentralisasi (decentralization);
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector and
civil society partnership);
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce
inequality);
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection);
14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to fair market).
Sedangkan enurut United Nation Development Program (UNDP)
mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan
dalam pemerintah yang baik (Good Governance) adalahsebagai berikut:

1. Partisipasi (Participation)
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Setiap orang atau setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan
harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik
secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan
kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu
dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta
kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk
menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi
masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah
daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan
pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara,
konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk
merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif
untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan
pengawasan secara partisifatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan
isu sektoral.

2. Aturan Hukum (Rule Of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan,
ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama tentang aturan
hukum dan tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi
berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas
oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan
secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat
monitoring dan evaluasi. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut
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pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang
kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah
daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti malalui brosur,
leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah
perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.
Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat
ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan,
lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi
tidak sampai kepada masyarakat.

4. Daya Tanggap (Responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk
melayani berbagi pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pemerintah daerah
perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat
dalam hal penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show,
layanan hotline, prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat,
pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan
secara periodik mengumpulkan pendapatmasyarakat.

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintahan yang baik (Good Governance) akan bertindak sebagai
penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai
konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing
pihak, dan jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan
dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (Equity)
Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik

terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan
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dan memelihara kualitas hidupnya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin
agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang
miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak
tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus akan disusun untuk menjamin adanya
kesetaraan terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga eksekutif
dan legislatif.

7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and efficiency)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan
sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang
sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia. Pelayanan masyarakat
harus mengutamakan keputusan masyarakat, dan didukung mekanisme
penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-
lembaga vyang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus
menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan
efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi
kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat
sampai tingkat kelurahan/desa.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Pengambil keputusan (decision maker) dalam organisasi sektor
pelayanan dan warga MNegara madani memiliki pertanggungjawaban
(akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik
(stakeholders). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung kepada
jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal. Seluruh
pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka

harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Untuk
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mengukur kinerja mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas.
Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan
apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.
3. Pengertian Pelayanan Publik

Handoko (1987) merumuskan pengertian pelayanan publik sebagai
segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di
pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sementara Juniarso Ridwan (2009) berpendapat bahwa pelayanan
publik alah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara
negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu
sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ahmad (2008) mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap
warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan
kepentingan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga
dan petugas pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun badan usaha
milik daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan penerima
pelayanan publik adalah orang perseorang dan atau kelompok orang dan atau
badan hukumyang memiliki hak, dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Menurut Ratminto (2005) pelayanan publik adalah segala bentuk

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di
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pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Kurniawan
(2005), pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut
Sianipar (2001), pelayanan publik adalah suatu cara melayani, membantu,
menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau
sekelompok orang. Artinya objek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri
dari individu, golongan dan organisasi. dang-undang No.25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik sebagai
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan beberapa definisi
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah keseluruhan
pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah kepada publik di dalam
suatu organisasi instansi untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan
publik/masyarakat dan penerima pelayanan/masyarakat itu merasakan
kepuasan.

Menurut Jeremy Pope (2003), dalam konteks pelayanan publik pegawai
negeri harus mempunyai integritas, berperilaku adil dan jujur, dan menjalankan
tugas melayani publik dengan ramah, efisien, cepat, tanpa prasangka atau salah
urus. Dia jua harus berupaya memastikan uang publik digunakan dengan wajar,

efektif dan efisien. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks pelayanan publik

aspek reformasi birokrasi menjadi sangat penting. Reformasi birokrasi dalam
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konteks pelayanan publik adalah bentuk perubahan pola penyelenggaraan

pelayanan dari yang semula berorientasi pada pemerintah kini berubah kearah

kebutuhan masyarakat. Untuk memulainya, pemerintah perlu mendengarkan apa

suara publik itu sendiri. Dengan demikian peningkatan partisipasi masyarakat di

bidang pelayanan publik adalah menjadi fakior penting (Achmad Hidayat

Rahardian, 2016).

3.1 Lokasi Penelitian

BAB Il

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Provinsi Kalimantan

Selatan, meliputi pemerintahan provinsi dan 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan

Selatan, dengan rincian lokasi penelitian sebagai berikut :

Tabel 3. Lokasi Penelitian

NO.

Sektor
Pelayanan
Publik

Nama SKPD/UPT/UPTD

Kesehatan

RSUD Ulin Provinsi Kalimantan Selatan
2D H.M. Anshari Saleh

RSUD Abdul Aziz Marabahan, Kab. Batola
RSUD Datu Sanggul, Kab. Tapin

RSUD Brigjen H. Hasan Basri, Kab. HSS
RSUD H. Damanhuri Barabai, Kab. HST
RSUD Pambalah Batung, Kab. HSU

RSUD Balangan, Kab. Balangan

RSUD H. Badarudin Tanjung, Kab. Tabalong
RSUD H. Boejasin Pelaihari, Kab. Tanah Laut
RSUD dr.H. Andi Abdurrahman, Kab. Tanbu
RSUD Kotabaru

Pendidikan

Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Selatan dan
Dinas Pendidikan 13 Kab/Kota

3.2 Teknik Pengumpulan Data
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Data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari

informan kunci yang telah ditentukan pada penelitian ini dan kuesioner. Data

sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi dan SKPD dalam bentuk

dokumen hard copy dan soft copy, yang mampu mendukung penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1)

2)

3)

Studi literatur yaitu pengumpulan berbagai dokumen terkait dengan tema
penelitian seperti dokumen kebijakan/peraturan, perencanaan, laporan
kegiatan dan evaluasi, jurnal penelitian, buku dan dokumen lain terkait
dengan penelitian ini dengan cara meminta langsung ke sumber data,
mencari data di perpustakaan daerah atau dengan pencarian data secara
online.

Kuisioner tertutup digunakan untuk mengetahui apakah intansi pelaksana
telah melaksanakan prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap
dilihat dari pelaksanaan indikator minimal dari prinsip-prinsip tersebut.
Wawancara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh data dari
para informan yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip transparansi,
partisipasi dan daya tanggap. Dalam wawancara ini para peneliti akan
menggunakan teknik wawancara dengan cara pembicaraan informal
(informal coversation interview) dan wawancara terbuka yang standar
(standardized open-ended interview), sehingga diharapkan informan tanpa
ragu, tanpa tekanan, dapat leluasa menginformasikan apa yang diketahui
namun tetap dalam standar yang dikehendaki oleh peneliti. Oleh karena itu,
tim peneliti akan menggunakan pedoman wawancara (interview guide)
sebagai instrumen penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan

secara purposive dengan pertimbangan bahwa informan terpilih
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merupakan orang atau lembaga yang memiliki kapasitas dan pengetahuan
terkait dengan prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap. Informan
yang dijadikan sumber informasi utama pada penelitian ini yaitu : 1)
Pengambil Kebijakan, 2) Aparatur Pelaksana, 3) Masyarakat pengguna
layanan, 4) Ombudsman, 6) Akademisi dan, 7) Pers/ Media. Informan yang
dipilih selain mencerminkan informan kunci juga mencerminkan
keterwakilan informan trianggulasi, sehingga data yang diperoleh dari
informan kunci dapat dicek kebenarannya melalui wawancara dengan
informan trianggulasi, atau didiskusikan dengan informan lain yang
mempunyai pengetahuan sehingga diharapkan diperoleh keabsahan data.

4) Observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk melihat
pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap.

5)  Focus Group Discussion (FGD) dan Studi banding ke Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur dan RSUD dr. Soetomo Surabaya

3.3 Analisis data

Analisis data penelitian di kelompokkan menjadi 2 (dua) sebagai berikut :
1)  Analisis data untuk menjawab tujuan 1
Untuk menjawab tujuan 1 digunakan teknik skoring kuesioner dengan

analisis data statistik sederhana sehingga diketahui terlaksana atau tidaknya
prinsip transparansi, partisipasi, dan daya tanggap.

Penentuan skoring :

Jumlah pilihan =3; 3 (ya), 2 (belum), 1 (tidak)

Jumlah pertanyaan = 8

Skor terendah = 1

Skor tertinggi = 3

JUMLAH SKOR
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- Persentase Jumlah skor terendah = (skor terendah x jumlah pertanyaan)

100%
= (8/24) x 100 % = 33,33 %
- Persentase Jumlah skor tertinggi = (skor tertinggi x jumlah pertanyaan)
100%
= (24/24) x 100 % = 100%

PENENTUAN SKOR

Interval = Range (R) = 66,67 =233,34%

Kategori (K) 2
R = Skor tertinggi — skor terendah
= 100% — 33,33 % = 66,67 %

K = 2 (terlaksana, belum terlaksana terlaksana)

Kriteria penilaian = skor tertinggi — interval
=100% — 33,34%
= 66,67 %

Terlaksana (2) : =2 66,67 %

Tidak terlaksana (1) : < 66,67%

Indikator Keterangan Kategori
Transparansi, - Terlaksana 2
Partisipasi, - Tidak Terlaksana 1
Daya tanggap

Analisis data untuk menjawab tujuan 2
Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan 2, yaitu

metode deskriptif kualitatif, dengan cara interpretasi data yang diperoleh dari

tujuan 1 dan hasil wawancara mendalam yang kemudian di deskripsikan secara

detail dan terstruktur untuk menghasilkan berbagai fakta, gambaran dan kondisi

terkait peran birokrasi dalam pencapaian good governance dan berbagai kendala
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yang dihadapi berdasarkan sumber-sumber data dan informasi yang diperoleh di
lapangan.
3) Analisis data untuk menjawab tujuan 3

Untuk menjawab tujuan 3 dimana merupakan integrasi dari tujuan 1 dan
tujuan 2 digunakan metode deskriptif kualitatif pada hasil klasifikasi dan
pengelompokan data SKPD dan UPT/UPTD terkait pencapaian good govemnance
yang diperoleh dari hasil analisis tujuan 1 dan serta hasil observasi, studi

literatur dan studi banding.

3.4 Susunan Tim Peneliti

1. Ketua : Dr. Hj. Edina, SH.,MH
2. Anggota : Drs.Wajidi
Masrudi Muchtar, SH., MH
Latifa Suhada Nisa, S.Si. MP
Ahmad Zaky Maulana, ST.,M.Si
Dewi Siska, S.Sos.,M.Si
3.5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1. Praseminar Proposal Kamis/ 10 Maret 2016
Seminar Proposal Rabu/ 23 Maret 2016

3. Kegiatan Lapangan (dalam daerah)
Banjarmasin dan Banjarbaru 8 s.d 11 Agustus 2016
Kab. Banjar dan Tanah Laut 22 s.d 24 Agustus 2016
Kab. Tapin dan HSS 5 s.d 8 September 2016
Kab. Batola 20 s.d 22 September 2016
Kab. HST dan HSU 27 s.d 30 September 2016
Kab. Balangan dan Tabalong 3 s.d 7 Oktober 2016
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Kab. Tanah Bumbu dan Kotabaru 10 s.d 15 Oktober 2016

4. Studi Banding ke Surabaya 19 s.d 21 Oktober 2016
5. Pra Seminar Hasil 22 November 2016
6. Seminar Hasil 28 November 2016
7. Finalisasi dan Cetak Laporan Akhir 30 November 2016

3.6 Biaya Penelitian

Biaya penelitian bersumber dari APBD Balitbangda Provinsi Kalimantan
Selatan TA. 2016, sebesar Rp. 250.000.000.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Daya Tanggap di
Bidang Pendidikan dan Kesehatan

4.1.1 Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Daya Tanggap pada
Bidang Pendidikan

4.1.1.1 Pelaksanaan Prinsip Transparansi di Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Pendidikan di Kalimantan
Selatan berdasarkan prinsip transparansi terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu;
(1) peraturan kemudahan informasi untuk masyarakat; (2) ketersediaan bidang
khusus/pusat informasi; (3) sarana prasarana penyebaran informasi; dan (4)
keterbukaan perencanaan dan anggaran. Kategori terlaksana adalah apabila
komponen-komponen tersebut diterapkan di atas 66,67%, sedangkan kategori
tidak/belum terlaksanan adalah apabila komponen—mponen tersebut

diterapkan kurang atau sama dengan 66,67%. Berikut adalah grafik persentase

prinsip transparansi pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan.
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Gambar 1. Persentase Prinsip Transparansi Bidang Pendidikan

Gambaran penerapan prinsip transparansi pada Dinas Pendidikan di

Kalimantan Selatan menunjukkan, 4 (empat) dari 14 (empat belas) Dinas
Pendidikan telah melaksanakan prinsip transparansi. Dinas Pendidikan yang
melaksanakan prinsip transparansi yaitu Dinas Pendidikan a Banjarmasin,
Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan
dengan persentase terlaksana 75%. Prinsip transparansi tidak/belum
dilaksanakan di 10 (sepuluh) Dinas Pendidikan %tu, Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, bupalen Barito Kuala,
Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai
Utara dan Tabalong.

Sebagian besar dinas pendidikan belum memiliki peraturan tertulis
khusus yang menjamin kemudahan informasi bagi masyarakat, meskipun

demikian berdasarkan wawancara semua dinas pendidikan memiliki sikap dan

pemikiran yang terbuka untuk memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan
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oleh pengguna layanan, baik pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (Kepala
Sekolah, Pengawas Sekolah, Pustakawan di sekolah, Laboran/teknisi di sekolah,
karyawan lain di sekolah), para orang tua murid, maupun masyarakat sekitar.

Hanya saja tidak ada satu bidang yang khusus melayani penyediaan
informasi sehingga jika ingin memperoleh informasi tertentu harus langsung
menghubungi bidang terkait. Namun demikian, fungsi informasi yang bersifat
umum seringkali ditangani oleh Subbagian Perencanaan. Hal ini terkadang
menyulitkan karena untuk mendapatkan informasi langsung dan detil dengan
bidang terkait harus dihadapkan dengan krasi yang berbelit dan memakan
waktu lama.

Pada prinsipnya semua dinas pendidikan sudah memiliki website yang
terintegrasi dengan website pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetapi dalam
pengelolaannya masih belum optimal, masih ditemukan sebagian dinas
pendidikan yang websitenya tidak di update secara rutin.

Selain website, sebagian dinas pendidikan juga belum memanfaatkan
televisi lokal, radio dan surat kabar sebagai sarana untuk menginformasikan
kegiatan dinas pendidikan. Padahal dengan adanya website dan pemanfaatan
berbagai media dapat memudahkan penyebaran informasi dan komunikasi
dengan sekolah ataupun SKPD terkait. Sebanyak 3 (tiga) dari 7 dinas pendidikan
yang mengelola website nya secara rutin sudah memuat rencana program,
penganggaran dan informasi lainnya di dalam website, sedangkan sisanya hanya
memuat hal-hal yang sifatnya insidentil saja.

Selain website, beberapa dinas pendidikan juga belum maksimal
menggunakan media untuk keterbukaan informasi seperti spanduk, media cetak
dan elektronik, papan pengumuman di kantor, misalnya tidak semua dinas

menginformasikan jenis-jenis pelayanan publik, prosedur/alurftata tata cara
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pelayanan, informasi persyaratan, batas waktu standar untuk penyelesaian suatu
layanan (dalam hitungan jam/hari/minggu/bulan).

Pada umumnya dinas pendidikan tidak mempunyai SOP, mempunyai
SOP tapi tidak diketahui oleh petugas pelayanan, mempunyai namun tidak
disiarkan melalui papan pengumuman, dan lain sebagainya.

Sebanyak 7 (tujuh) dinas pendidikan sudah menjalin hubungan kerjasama
dengan media cetak/elektronik untuk publikasi informasi bidang pendidikan
kepada masyarakat, 3 (tiga) diantaranya sudah menggunakan iklan layanan
masyarakat untuk promosi dan edukasi ke masyarakat terkait bidang pendidikan.
Sedangkan 11 (sebelas) dinas pendidikan yang belum menggunakan iklan
layanan masyarakat, menjelaskan bahwa penyebaran informasi kepada
masyarakat dilakukan melalui banner, spanduk atau leaflet yang ditempel atau
dibagikan di lingkungan dinas atau sekolah-sekolah.

Untuk transparansi terkait biaya, dinas pendidikan menyebutkan bahwa
setiap layanan yang diberikan tidak dipungut biaya. Namun sebagian besar dinas
pendidikan tidak memiliki banner atau lembar informasi yang berisi tulisan
larangan melakukan korupsi dan menerima sogokan, serta pernyataan bahwa
berurusan di Dinas Pendidikan “tidak dipungut biaya® untuk menghindari adanya
oknum-oknum tertentu yang melakukan pungutan liar.

Untuk pelaksanaan transparansi ke dalam dan ke luar, dinas pendidikan
melakukan penyebaran atau pertukaran informasi ke sekolah-sekolah maupun di
lingkungan kerja melalui media sosial, seperti WhatsApp (WA), namun tidak
semua karyawan memiliki aplikasi sosial media tersebut di dalam Hand Phone
nya masing-masing; dan pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulannya dengan
mengumpulkan guru atau kepala sekolah. Selain itu penyebaran informasi juga

dilakukan melalui surat edaran. Untuk penyampaian informasi ke daerah-daerah
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terpencil yang sulit dijangkau, seperti beberapa daerah di Kabupaten Kotabaru,
informasi disampaikan melalui UPT atau perwakilan dinas pendidikan yang ada
di kecamatan-kecamatan.

Gambaran lainnya terkait kondisi eksisting pelaksanaan prinsip
transparansi di dinas pendidikan adalah bahwa data pokok pendidikan yang
ditampilkan di white board atau dinding ada yang tidak diperbaharui, namun
data yang terdapat pada buku cetakan seperti Data Pokok, Renstra dan Lakip
merupakan data terbaru. Ada dinas pendidikan dengan nama-nama pejabat
struktural yang juga tidak diperbaharui karena adanya mutasi sehingga
menyulitkan masyarakat berurusan dengan siapa. Padahal dengan diketahuinya
nama pejabat struktural dengan bidang/Sekretariat/subbidang/subbagian yang ia
tempati akan memudahkan masyarakat untuk kemana dan kepada siapa
berurusan. Terlebih lagi di dinas pendidikan yang tidak memiliki unit khusus
yang melayani informasi, sehingga jika ingin memperoleh informasi tertentu
harus langsung menghubungi bidang/sekretariat dan pejabat terkait. uk
mewujudkan pelayanan yang prima, idealnya memang pelayanan publik di dinas
pendidikan diarahkan ke pelayanan satu pintu atau tidak lagi pelayanan yang
bersifat personal.
4.1.1.2 Prinsip Partisipasi pada Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Pendidikan di Kalimantan
Selatan berdasarkan prinsip partisipasi terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu; (1)
peraturan/kebijakan kemudahan/kebebasan masyarakat berpartisipasi; (2)
keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik; (3) Mekanisme/SOP
pelaksanaan prinsip partisipasi; (4) keterbukaan prinsip partisipasi. Kategori
terlaksana adalah apabila komponen-komponen tersebut diterapkan di atas

66,67%, sedangkan kategori tidak/belum terlaksanan adalah apabila komponen-
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komponen tersebut diterapkan kurang atau sama dengan 66,67%. Berikut adalah

grafik persentase prinsip partisipasi pada Dinas Pendidikan di Kalimantan

Selatan.
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Gambar 2. Persentase Aspek Partisipasi pada Bidang Pendidikan

Gambaran penerapan prinsip partisipasi pada Dinas Pendidikan di

Kalimantan Selatan menunjukkan 4 (empat) dari 14 (empat belas) Dinas
Pendidikan telah melaksanakan prinsip partisipasi. Dinas Pendidikan yang
melaksanakan prinsip partisipasi yaitu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,
Kabupaten Tanah Laut, Tabalong dan Balangan. Persentase terlaksana prinsip
partisipasi tertinggi 91,67% yaitu Kabupaten Tabalong dan Balangan. Prinsip
partisipasi tidak/belum dilaksanakan di 10 (sepuluh) Dinas Pendidikan vyaitu,
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kabupaten
Barito Kuala, nah Bumbu, Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa beberapa dinas pendidikan

belum memiliki kebijakan khusus/aturan/SOP untuk mendukung partisipasi
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masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan dinas pendidikan,
ncanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dan penganggaran
mereka di dalam lingkungan kerja. Meskipun belum ada kebijakan
khusus/aturan/SOP yang mengatur tentang partisipasi masyarakat tetapi seluruh
dinas pendidikan menyebutkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam
bidang pendidikan.

Di beberapa dinas pendidikan partisipasi masyarakat cukup bagus
misalnya melalui keterlibatan dalam komite sekolah, panitia penyelesaian
masalah, musrenbang pada kabupaten, hibah tanah atau bangunan untuk
pendirian sekolah. Namun partisipasi dari kalangan perusahaan perkebunan
sawit dan pertambangan batu bara masih perlu untuk ditingkatkan.

Komunikasi Dinas Pendidikan dengan  perusahaan yang memiliki
program CSR masih kurang. Padahal potensi CSR perusahaan di Kalimantan
Selatan cukup besar untuk dikelola dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Di

Kalimantan Selatan terdapat banyak perusahaan perusahaan swasta dan Badan
Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)yang memiliki program porare
Social Responsibility (CSR).

Dilihat dari jumlah perusahaan yakni puluhan perusahaan perkebunan
kelapa sawit dan ratusan perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan
Selatan, partisipasi dalam bentuk CSR ke dunia pendidikan yang ada selama ini
masih kurang. Program CSR antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat
masih belum sinkron, parsial, dan kurang terkoordinasi dengan program
pemerintah. Program CSR masih didominasi oleh kegiatan bantuan infrastruktur

dan donasi untuk berbagai kegiatan keagamaan, penanggulangan masalah

kesehatan dan bantuan untuk penanganan bencana.

41




4.1.1.3 Prinsip Daya Tanggap pada Bidang Pendidikan

Pelaksanaan prinsip daya tanggap bidang pendidikan berdasarkan
kuesioner pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan, yaitu rata-rata di bawah
66,67% atau rata-rata tidak terlaksana. Kabupaten/Kota dengan nilai rata-rata
terlaksana paling tinggi yaitu Kabupaten Tabalong dan Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Selatan dengan persentase 100%. upalen Hulu Sungai Utara
dan Kabupaten Balangan merupakan kabupal.en dengan nilai tidak terlaksana

1

yaitu persentase terendah sebesar 33,33%. Berikut adalah grafik persentase

prinsip daya tanggap pada bidang pendidikan di Kalimantan Selatan.
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Gambar 3. Persentase Aspek Daya tanggap pada Bidang Pendidikan

Gambaran penerapan prinsip daya tanggap pada Dinas Pendidikan di

Kalimantan Selatan menunjukkan 3 (tiga) dari 14 (empat belas) Dinas Pendidikan
telah melaksanakan prinsip daya tanggap. Dinas Pendidikan yang melaksanakan

prinsip daya tanggap yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota
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Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong. Persentase tertinggi yaitu Dinas
Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tabalong dengan
persentase masing-masing 100%. Prinsip daya tanggap tidak/belum terlaksana
di 11 (sebelas) Dinas Pendidikan yaitu, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru,
bupaten Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Banjar, Tapin,
Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Balangan.

Berdasarkaan telaahan kuesioner sebagian besar dinas pendidikan tidak
melaksanakan prinsip daya tanggap karena tidak adanya SOP pelayanan dan
pengaduan. Sebanyak 11 (sebelas) dinas sudah memiliki kotak saran tetapi tidak
memiliki unit yang khusus menangani pengaduan masyarakat. Sedangkan
sisanya tidak memiliki kotak saran maupun UPM (Unit Pengaduan Masyarakat)
dengan alasan bahwa pengaduan biasanya langsung ditangani oleh kepala
dinas atau pejabat tertentu yang ditunjuk. Pengaduan biasanya diselesaikan
secara langsung dalam waktu 1x24 jam. Selain itu, website sebagai sarana
publik digital belum dioptimalkan sebagai bentuk sarana publik untuk
menyampaikan saran dan kritik mereka berkaitan dengan penyelenggaraan
program pendidikan Dinas Pendidikan.

Semua Dinas Pendidikan belum pernah melakukan Survei Kepuasan
Pelanggan atau Kotak Koin terkait pelayanan Dinas Pendidikan, dan sebagian
besar Dinas Pendidikan tidak memiliki data rekap pengaduan yang pernah
diberikan masyarakat, baik melalui surat, e-mail, surat kaleng, surat pembaca,
dan sejenisnya. Selain itu, sebagian Kotak Pengaduan pada Dinas Pendidikan
terbuat dari bahan kayu sehingga surat yang masuk dalam kotak tidak terlihat
dari luar. Seharusnya terbuat dari bahan kaca agar petugas dapat melihat isi

kotak aduan dan merespon dengan cepat.
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Sebagian Dinas Pendidikan tidak memiliki frontliner atau petugas jaga di
pintu masuk yang bertugas memberikan informasi awal kepada tamu yang
datang dan mempersilakan untuk mengisi Buku Tamu, memberikan Tanda
Pengenal “Tamu” kepada semua pengunjung, dan tidak meminta tanda identitas
kepadan tamu yang berkunjung.

4.1.2 Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Daya Tanggap pada
Bidang Kesehatan

41.2.1 Prinsip Transparansi pada Pelayanan Kesehatan RSUD di
Kalimantan Selatan

1

Penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan oleh RSUD di
Kalimantan Selatan berdasarkan prinsip transparansi meliputi komponen; (1)
peraturan yang menjamin kemudahan informasi untuk masyarakat; (2)
ketersediaan bidang khusus/pusat informasi; (3) sarana prasarana penyebaran
informasi; dan (4) keterbukaan perencanaan anggaran dan biaya. ategori
terlaksana adalah apabila komponen-komponen tersebut diterapkan di atas
66,67%, sedangkan kategori tidak/belum terlaksanan adalah apabila komponen-
%mponen tersebut diterapkan kurang atau sama dengan 66,67%. Berikut

adalah grafik persentase pelaksanaan prinsip transparansi pelayanan publik

Pada Pelayanan Kesehatan RSUD di Kalimantan Selatan.
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Gambar 4 Persentase Prinsip Transparansi Bidang Kesehatan

Gambaran penerapan prinsip transparansi pelayanan publik pada RSUD

di Kalimantan Selatan menunjukkan 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) RSUD telah
melaksanakan prinsip transparansi. RSUD yang melaksanakan prinsip
transparansi yaitu, RSUD Ulin, RSUD nshan‘ Saleh, RSUD H. Boejasin, RSUD
Ratu Zaleha, RSUD Datu Sanggul, RSUD H. Hasan Basri, dan RSUD H.
Badaruddin. Persentase terlaksana prinsip transparansi di RSUD rata-rata 83%.
Prinsip transparansi tidak/belum terlaksana di 7 (tujuh) RSUD yaitu, RSUD H.
Abdul Aziz, RSUD Banjarbaru, RSUD Tanah Bumbu, RSUD Kotabaru, RSUD
Damanhuri, RSUD Pembalah Batung dan RSUD Balangan dengan rata-rata
persentase 50%.

Berdasarkan hasil telaah kuesioner diketahui bahwa sebagian besar
RSUD baik yang sudah melaksanakan prinsip transparansi maupun belum, tidak
memiliki peraturan tertulis yang menjamin kemudahan informasi bagi
masyarakat. Padahal peraturan atau kebijakan tertulis sangat penting untuk
menjamin kontinuitas dan konsistensi dalam pelaksanaan prinsip transparansi itu

sendiri. Banyak ditemukan kebijakan yang tidak lagi dijalankan seiring dengan
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pergantian pimpinan atau pejabat pada suatu instansi. Selain itu dengan tidak
adanya peraturan tertulis akan menjadi suatu kendala bagi pejabat yang
meneruskan karena tidak adanya acuan atau pedoman sehingga berdampak
pada inkonsistensi pelaksanaan. Peraturan tertulis juga penting artinya sebagai
bahan evaluasi sehingga tercipta perbaikan pelayanan.

Berdasarkan jawaban kuesioner sebagian besar RSUD telah memiliki
bidang yang melayani penyediaan informasi atau berpusat sebagai informasi,
tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara ternyata belum ada bidang
khusus yang berfungsi sebagai pusat informasi. Pada kenyataannya memang
hampir setiap RSUD telah memiliki pusat informasi yang berfungsi sebagai
frontliner dan melayani kebutuhan informasi masyarakat terkait pelayanan, tetapi
beberapa ditemukan tidak berfungsi dengan baik, seperti tidak adanya petugas
pada jam pelayanan. Terkait penyediaan informasi sebaiknya juga terdapat
bidang khusus yang melayani untuk keperluan informasi terkait rumah sakit yang
lebih detil tidak hanya sebatas informasi pelayanan saja, hal ini untuk
memudahkan mengakomaodir kebutuhan informasi dari pihak-pihak terkait diluar
pasien, seperti misalnya untuk kebutuhan penelitian.

Sebanyak 5 (lima) dari 14 (empat belas) rumah sakit umum daerah,
belum memiliki website atau memiliki tetapi tidak di update secara rutin, padahal
website dapat memiliki fungsi yang penting sebagai media penyedia informasi
layanan, promosi rumah sakit, maupun media promosi kesehatan untuk edukasi
bagi masyarakat. Website juga dapat digunakan sebagai media interaksi dengan
masyarakat, untuk memperoleh masukan dan kritik membangun atau pengaduan
terkait pelayanan rumah sakit. Selain itu juga dapat dijadikan forum diskusi atau

tanya jawab seputar masalah kesehatan dan pelayanan rumah sakit.
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Sebanyak 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) rumah sakit umum daerah,
belum memilki kerjasama atau menyebarkan informasi terkait layanan dan
informasi kesehatan melalui media cetak (koran lokal/nasional) atau elektronik.
Beberapa diantaranya sudah memiliki buletin tetapi penyebarannya terbatas
hanya untuk kalangan rumah sakit dan pasien. Sebanyak 5 (lima) rumah sakit
sudah menjalin kerjasama dengan media cetak maupun elektronik, beberapa
diantaranya memiliki acara talkshow yang rutin ditayangkan di televisi dan
menggunakan koran lokal untuk memuat informasi penting terkait rumah sakit
maupun sebagai promosi.

Seluruh sampel rumah sakit umum daerah belum melakukan transparansi
terkait penganggaran perencanaan anggaran kepada masyarakat karena
menganggap tidak perlu, tetapi transparansi ke dalam (intern rumah sakit) sudah
cukup baik. Anggaran dialokasikan berdasarkan analisis kebutuhan pada setiap
bidang dengan jumlah anggaran yang diketahui oleh semua bidang. Untuk
transparansi terkait rincian biaya pelayanan, hampir semua RSUD yaitu
sebanyak 12 (dua belas) RSUD sudah memiliki rincian biaya yang diketahui oleh
masyarakat. Beberapa rumah sakit ditemukan sudah memilik rincian biaya yang
terpampang jelas di ruang tunggu atau lobi utama rumah sakit, sedangkan yang
lainnya memiliki rincian biaya tetapi hanya terpampang pada masing-masing
intalasi. Sebanyak 2 (dua) rumah sakit masih belum memiliki rincian biaya yang
dapat diakses/dilihat oleh masyarakat, dimana informasi rincian biaya hanya
disampaikan pada saat pasien akan membayar tagihan.

4.1.2.2 Prinsip Partisipasi pada Pelayanan Kesehatan RSUD di Kalimantan
Selatan

1

Penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan oleh RSUD di
Kalimantan Selatan berdasarkan prinsip partisipasi terdiri dari 4 (empat)
komponen, yaitu; (1) peraturan/kebijakan kemudahan/kebebasan masyarakat
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berpartisipasi; (2) keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik; (3)
Mekanisme/SOP pelaksanaan prinsip partisipasi; (4) keterbukaan prinsip
partisispasi. Kategori terlaksana adalah apabila komponen-komponen tersebut
diterapkan di atas 66,67%, sedangkan kategori tidak/belum terlaksanan adalah
apabila komponen-mponen tersebut diterapkan kurang atau sama dengan

66,67%. Berikut adalah grafik persentase prinsip partisipasi pada bidang

kesehatan RSUD di Kalimantan Selatan.
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Gambar 5. Persentase Prinsip Partisipasi Bidang Kesehatan

Gambaran penerapan prinsip partisipasi pelayanan publik pada RSUD di
Kalimantan Selatan menunjukkan 3 (tiga) dari 14 (empat belas) RSUD telah
melaksanakan prinsip partisipasi. RSUD yang elaksanakan prinsip partisipasi
yaitu, RSUD H.M. Anshari Saleh, RSUD Ratu Zaleha Martapura, dan RSUD Datu
Sanggul Rantau.Berdasarkan hasil felaah kuesioner tingkat partisipasi
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih sangat minim bahkan hampir
tidak ada. Bentuk jajak pendapat umum/ publik hearing/ diskusi publik yang

megundang atau melibatkan masyarakat belum pernah dilakukan oleh hampir
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seluruh RSUD yang ada di Kalimantan Selatan. Selain itu peraturan yang
menjamin dan mengatur kebebasan masyarakat juga belum ada.
4.1.2.3 Prinsip Daya Tanggap pada Bidang Kesehatan

enyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan oleh RSUD di
Kalimantan Selatan berdasarkan prinsip daya tanggap meliputi komponen; (1)
SOP pengaduan masyarakat; (2) sarana dan prasarana pengaduan masyarakat;
(3) kemudahan/keterbukaan akses pengaduan; (4) hubungan dengan media
massa. ategori terlaksana adalah apabila komponen-komponen tersebut
diterapkan di atas 66,67%, sedangkan kategori tidak/belum terlaksanan adalah
apabila komponen-komponen tersebut diterapkan kurang atau sama dengan

66,67%. Berikut adalah grafik persentase prinsip daya tanggap pada bidang

kesehatan di Kalimantan Selatan.
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Gambar 6. Persentase Prinsip Daya Tanggap Bidang Kesehatan

Berdasarkan 4 (empat) komponen tersebut, prinsip daya tanggap telah

1
terlaksana hampir seluruh rumah sakit dari 14 (empat belas) rumah sakit di
Kalimantan Selatan. Meskipun demikian berdasarkan hasil wawancara,

sebenarnya hampir seluruh RSUD yang ada di Kalimantan Selatan tidak memiliki
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SOP tertulis, tetapi mekanisme pengaduan dan tanggapan tetap berjalan. Semua
sampel RSUD belum memiliki SOP pengaduan dan unit khusus yang menangani
pengaduan. Tidak adanya SOP pengaduan atau unit khusus yang menangani
pengaduan berdampak pada tidak sistematisnya penyelesaian masalah yang
dapat menyebabkan pengaduan tidak dapat diselesaikan dengan baik atau
terlambatnya proses penyelesaian.

Pengaduan masyarakat sebagian besar ditangani langsung oleh bidang
pelayanan atau bidang terkait. Adapun bentuk penyelesaiannya sebagian besar
melalui jalan kekeluargaan dan diupayakan diselesaikan dalam waktu 1 x 24
jam. Hampir seluruh RSUD memiliki kotak saran, tetapi berdasarkan informasi
yang diperoleh kotak saran tersebut sangat jarang diisi oleh masyarakat karena
masyarakat lebih suka menyampaikan keluhannya secara langsung.

Pada RSUD Pembalah Batung Amuntai sudah terdapat bidang khusus
yang menangani terkait pengaduan masyarakat, yaitu bidang Informasi, Promosi
dan Layanan Pelanggan (IPLP). Pada bidang tersebut telah memiliki SOP
khusus terkait penanganan pengaduan masyarakat, yang mana pengaduan akan
ditindaklanjuti secara langsung oleh bidang IPLP termasuk telaah atau konfirmasi

mengenai kebenaran pengaduan.
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Tabel 5. Klasifikasi Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance

Klasifikasi Penerapan/Pelaksanaan Good Governance di RSUD

(L)} (m ({11 (v)
BJM (2) BJM (2) BJM (1) BJM (1)
BANJAR BJM (2) BJM (2)
TAPIN TALA TALA
BANJAR BANJAR
TAPIN TAPIN
HSS HSS
TABALONG TABALONG
(V) (Vi) (vin) (Vi)
BJM BJM BATOLA HST
BANJAR BANJAR BJM (1) TANAH BUMBU
TAPIN TAPIN BJM (2)
BJB
TALA
KOTABARU
BANJAR
TAPIN
HSS
HSU
TABALONG
BALANGAN
Klasifikasi Penerapan/Pelaksanaan Good Governance di Disdik
U] m (im )
BJM BJM BJM BJM
BALANGAN BANJAR
HSS
BALANGAN
(V) (V1) (v (v
BJM BJM PROVINSI BATOLA
TABALONG TALA BJM BJB
TABALONG TABALONG TANAH BUMBU
BALANGAN KOTABARU
TAPIN
HST
HSU
EEZBerangan
I Transparansi, Partisipasi & Daya Tanggap
Il Transparansi & Partisipasi
] Transparansi & Daya Tanggap
v Transparansi
\' Partisipasi & Daya Tanggap
Vi Partisipasi
il Daya Tanggap
Vil Transparansi, Partisipasi & Daya Tanggap Tidak Terlaksana

51




4.2 Kendala Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan
Daya Tanggap Pada Dinas Pendidikan Dan RSUD di Kalimantan
Selatan

4.2.1 Kendala Pelaksanaan Prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Daya
Tanggap pada Dinas Pendidikan di Kalimantan Selatan

Penyelenggaraan pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang
semakin kompleks karena pengaruh perkembangan lingkungan internal dan
eksternal. Persoalan pendidikan mempunyai banyak pilar yang harus ditangani
seperti rluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan
citra publik pendidikan. Tujuan dari kesemuanya itu adalah menghasilkan
didikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat
banyak.

Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan SKPD di lingkup
pemerintah erah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan dan
penyelenggaraan pendidikan. Sesuai dengan banyak dimensi yang harus
ditangani, maka dalam implimentasinya, SKPD Dinas Pendidikan Provinsi,
Kabupaten/Kota menghadapi persoalan yang kompleks dalam aspek
memberikan pelayanan di sektor pendidikan.

Isu aktual yang berhubungan dengan pendidikan yang perlu ditingkatkan
kinerjanya merupakan isu yang hangat. Isu aktual dapat datang dari
ketidakpuasan masyarakat sepetii ndidik (guru) dan tenaga kependidikan
(Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Pustakawan di sekolah, Laboran/teknisi di
sekolah, karyawan lain di sekolah), masyarakat sekitar, para orang tua murid,

tokoh masyarakat, dan praktisi pendidikan lainnya. Tidak semua isu,

permasalahan, pengaduan yang masuk ke Dinas Pendidikan itu benar dan
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dapat dipertanggungjawabkan namun Dinas Pendidikan berkewajiban
meresponnya sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Kasus-kasus yang ada di Kalimantan Selatan, seperti adanya anak usia
sekolah yang tidak mengecap bangku pendidikan, meningkatnya anak putus
sekolah, disparitas APM (Angka Partisipasi Murni) di berbagai jenjang pendidikan
antara daerah perkotaan dan perdesaan, adanya beberapa gedung sekolah
rusak yang tak kunjung diperbaiki, dan kasus-kasus lainnya merupakan indikasi
bahwa pelayanan yang berkaitan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan
daya tanggap harus lebih dibenahi.

Secara teoritis birokrasi pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan
umum (service), melainkan juga melakukan pemberdayaan (empowerment), dan
menyelenggaraan pembangunan (development) di tengah masyarakat (Rashid
dalam Suyanto, 2006). Ini dimaknai bahwa birokrasi pemerintah seharusnya aktif
dan responsif dalam menyelenggarakan birokrasi yang sesuai prinsip-prinsip
good governance. Terkait dengan tiga prinsip yang menjadi fokus penelitian ini,
yakni transparansi, partisipasi, dan daya tanggap, secara teori ketiga prinsip
sangat mudah untuk dilaksanakan, namun pada kenyataannya masih sangat sulit
diterapkan dengan maksimal karena melibatkan semua unsur yaitu pelayan
(penyelenggara pemerintah daerah) dan terlayani (masyarakat) dengan beragam
karakter dan pemahaman terhadap konteks, substansi dan teknis pelayanan
publik. Pada subbab pembahasan sebelumnya telah dijelaskan dan digambarkan
pelaksanaan ketiga prinsip di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota yang
ada di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi
lapangan, dapat dianalisis kendala atau permasalahan yang terjadi dalam

pelaksanaan prinsip prinsip transparansi, partisipasi, dan daya tanggap pada
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instansi Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota. Adapun kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan prinsip Transparansi, Partisipasi dan Daya
Tanggap, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Transparansi Bidang Pelayanan Pendidikan

Prinsip transparansi pada dasarnya merupakan sistem keterbukaan
informasi (anggaran, program kerja dan kegiatan, standar prosedur operasional)
yang telah diwajibkan bagi penyelenggara Iayanan publik melalui Undang-
undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Upaya
pelaksanaan prinsip transparansi pada dasarnya telah dilaksanakan oleh semua
SKPD pelayanan publik namun dalam capaian pelaksanaanya beragam dari
kategori baik hingga kategori yang belum memuaskan dalam hal keterbukaan
bagi masyarakat.

Dinas pendidikan bukanlah SKPD yang diberikan tugas atau diamanahi
sebagai sumber pendapatan. Dinas ini juga bukan instansi yang khusus
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, seperti halnya rumah sakit.
Dinas ini lebih merupakan SKPD yang diberikan tugas pokok dan fungsi dalam
pelayanan penyelenggaraan administrasi pengelolaan pendidikan. Masyarakat
yang lebih banyak bersentuhan dengan Dinas Pendidikan adalah didik dan
tenaga kependidikan yang secara subordinasi berada di bawah pengelolaan dan
pengawasan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, dapat disadari bahwa karena
merupakan subordinasi maka para pendidik dan tenaga kependidikan dalam
posisi tawar yang kurang baik ketika berurusan dengan Dinas Pendidikan yang
nota bene merupakan instansi pembina.

Begitupm-a halnya dengan masyarakat. Pemanfaatan Dinas Pendidikan
154

tidak seperti unit pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan

masyarakat. Masyarakat dan khususnya para orang tua lebih banyak
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bersentuhan dengan sekolah tempat anak-anak mereka belajar. Selain itu,
hubungan masyarakat dengan Dinas Pendidikan adalah berkaitan dengan
penyelenggaran pendidikan formal dan non formal seperti Paket A, B, dan
kursus-kursus yang membutuhkan izin, koordinasi, dan konsultasi dengan Dinas
Pendidikan. Selebihnya, masyarakat adalah pihak yang diharapkan Dinas
Pendidikan berperan aktif atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pendidikan, sebagaimana amanat UU Sisdiknas.

Sementara permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan sebagai
instansi pembina sangat kompleks dan beragam, tidak hanya menyangkut pilar
pendidikan yang harus disukseskan, namun secara faktual Dinas Pendidikan
menghadapi persoalan yang tidak kesemuanya diketahui publik. Misalnya yang
berkaitan dengan tenaga pendidik, persoalan yang dihadapi Dinas Pendidikan
antara lain: (1) Jumlah dan pemerataan guru yang tidak merata; (2) Masih

adanya guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1/D-1V; (3) Kompetensi
guru yang heterogen; { Belum semua guru mendapatkan program peningkatan
kompetensi; (5) Masih adanya guru yang belum mendapatkan sertifikasi; (6)
Lambatnya pencairan tunjangan profesional guru; (7) Tunjangan non sertifikasi;
(8) Cepatnya embangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti
sekolah, Dinas Pendidikan dan guru; (9) Mutasi, pensiun dan pengadaan guru;
(10) Keterbatasan kuota akreditasi sekolah sehingga menimbulkan
kecemburuan; (11) Pemberian bantuan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah
yang mungkin dipandang tidak tepat sehingga memunculkan kecemburuan;
(12) Keterbatasan akses informasi dan penyaluran bantuan sehingga
memunculkan disparitas antara sekolah yang di perkotaan dengan perdesaan;

(13) keterbatasan dalam penyaluran bantuan; (14) Kurang puas dari kinerja

pelayanan yang diberikan terdiri dari: kecepatan pelayanan, terlambatnya
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mendapat respon atas pihak disdik, baik berupa usulan berkas untuk kenaikan
pangkat, sertifikasi, pengaduan, tidak sesuai jadwal yang ditentukan, tidak ada
kepastian waktu penyelesaian, petugas yang menangani tidak ada; (15) Masalah
pelaksanaan e-pembelajaran dan e-administrasi; (16) ndanaan operasi satuan
pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP); (17) Ujian nasional dan
evaluasi pendidikan berbasis SNP; (18) Akreditasi berbasis SNP, dan lain
sebagainya.

Terkait dengan Prinsip transparansi, para tenaga pendidik dan ketenaga
kependidikan merupakan pihak yang sangat sering berurusan dengan Dinas
Pendidikan, misalnya dalam rangka peningkatan kompetensi mereka (usul
kenaikan pangkat, Tunjangan Profesional Guru, Tunjangan Non Sertifikasi),
kegiatan kesiswaan, kegiatan guru (MGMP), dan kegiatan kepala sekolah
(MKKS), usul kenaikan pangkat, permintaan surat tugas, dan lain sebagainya.
Terkait permasalahan sertifikasi, apa saja syarat yang harus dilengkapi cukup
transparans. Persyaratan disampaikan melalui surat edaran yang diposkan ke
sekolah, lewat e-mail, atau jika ada guru yang mendapatkan informasi via media
sosial seperti WhatsApp maka dengan cepat tersebar ke guru-guru lainnya.
Informasi cukup jelas, sehingga tinggal kemauan guru untuk melengkapi apa
yang disyaratkan, apalagi pencairan dana sertifikasi sifatnya menasional dan
akan diadakan perubahan sistem dari pen-SK an yang satu tahun sekali menjadi
per satu semester, mengakibatkan para guru harus mengikuti sistem yang ada.
Para guru yang aktif mengikuti perkembangan informasi, kemajuan aplikasi
teknologi seperti membuka website Dinas Pendidikan, memiliki e-mail, dan
aplikasi WhatsApp dengan sendirinya akan mendapatkan pelayanan ketimbang

yang tidak aktif mengikuti perkembangan informasi dan kemajuan teknologi.
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Minimnya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan persyaratan,
ketidakpastian waktu, dan biaya sangat rentan memunculkan perilaku suap demi
kelancaran urusannya. Meski tidak ada tulisan bahwa berurusan di Dinas
Pendidikan tidak dipungut bayaran, namun tanpa adanya kepastian waktu
penyelesaian akan cenderung memunculkan adanya biaya yang dikeluarkan.
Dari fenomena ini, perilaku suap atau memberikan pelicin terjadi kondisi
pelayanan yang tidak kondusif atau bahkan dikondisikan. Adanya pengaduan,
pemberian uang pelicin, lamanya urusan tanpa adanya kepastian waktu
penyelesaian merupakan indikasi bahwa kinerja birokrasi pelayanan di SKPD
tertentu masih sangat rendah. Masyarakat masih kecewa terhadap kedisiplinan,
kecermatan dan kesigapan kerja aparat pelayanan birokrasi dalam memberikan
pelayanan. Kondisi yang demikian menurut Kurniawan (2005), merupakan
cermin jah birokrasi publik sebagai pelayan rakyat masih jauh dari yang
diharapkan. Di dalam praktik penyelenggaraan pelayanan, rakyat menempati
posisi yang kurang menguntungkan. Yang ingin mendapatkan pelayanan berada
dalam kondisi di bawah subordinasi petugas pelayanan, padahal seharusnya
ASN sebagai aratur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang digaji
oleh rakyat harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan
sebaliknya.

Dari hasil angket, wawancara mendalam, dan observasi lapangan atas
sarana pelayanan, keluhan atau pengaduan mengenai praktik ayanan publik
tersebut, mengindikasikan bahwa kondisi pelayanan di SKPD tertentu ditengarai
masih belum maksimal, belum menunjukkan kinerja yang seharusnya. Suatu
pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun, pihak yang mendapat pelayanan

terkadang merasa cukup puas dengan kondisi Standar Pelayanan Minimal yang
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diberikan, meski sebenarnya menuju Pelayanan Prima lebih memungkinkan
untuk diwujudkan.

Menurut Pantja (2005) bahwa kinerja karyawan berpengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan masyarakat yang menjadi pelanggannya.
anjutnya kepuasan masyarakat (pelanggan) berpengaruh secara signifikan
terhadap kesetiaan masyarakat. Karena itu suatu unit pelayanan instansi
pemerintah, jika mampu memberikan pelayanan yang maksimal akan
menghasilkan rasa puas dari masyarakat yang menjadi Ianggan. Menurut
Kotler (2000) bahwa apabila pelayanan dibawah standar, maka pelanggan akan
kehilangan kepuasannya, sebaliknya kepuasan akan mencapai titik optimal
apabila apa yang didapatkannya sebanding atau lebih besar dari harapannya.
Sejalan dengan pendapat tersebut, kinerja petugas pelayanan sudah seharusnya
ditingkatkan.

2. Prinsip Partisipasi Bidang Pelayanan Pendidikan
Berkaitan dengan Prinsip partisipasi, pembangunan pendidikan adalah

juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Tanggung jawab itu itu

dilakukan melalui partisapasi dalam berbagai bentuk. Ada a unsur yang dapat
dilihat untuk melihat partispiasi: (1) keterlibatan mental dan emosi seseorang
yang lebih dari keterlibatan fisik; (2) memotivasi orang-orang untuk mendukung
situasi kelompoknya dalam arti mereka menyumbangkan inisiatifnya untuk
mencapai sasaran pembangunan pendidikan; (3) Mendorong orang untuk
merasa ikut serta bertanggung jawab atas aktivitas pembangunan pendidikan.
Secara instrumental, Talizidu Ndraha (Gunawan dkk, 2011)
ngemukakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi dapat dikelompokkan dalam 5

bentuk dukungan: (1) partisipasi buah pikiran; (2) partisipasi keterampilan; (3)

partisipasi tenaga; (4) partisipasi harta benda; (5) partisipasi uang. Dalam
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membangun partisipasi diperlukan situasi dan kondisi yang kondusif yang
memungkinkan masyarakat berpasrisipasi secara penuh.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi
lapangan dapat diketahui bahwa bentuk pasrtisipasi orang tua atau masyarakat
dalam pendidikan antara lain adalah dalam komite sekolah, keterlibatan dalam
paguyuban orang tua murid, dalam Tim Penyelesaian Masalah/Panitia
Penyelesaian Kekerasan Dalam Sekolah yang dibentuk Dinas Pendidikan, saran
yang dimasukkan dalam kotak pengaduan, SMS Pengaduan atau surat kabar.

Komisi Brundland dalam Clark (Gunawan dkk, 2011) ngemukakan
bahwa salah satu prasyarat utama terjadinya pembangunan berkelanjutan
adalah menjamin efektivitas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini
menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat tidak hanya sekedar
mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan, tetapi lebih bersifat menyeluruh
mulai dari penentuan/perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan
hasil suatu kegiatan. Dalam pendidikan, peran masyarakat dalam pengambilan
keputusan dapat dilihat dari rapat komite sekolah, dalam Tim Penyelesaian
Masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan program dalam
Musrenbang dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten. Partispasi masyarakat
juga dapat dilihat dari peran Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) yang
diberikan oleh perusahaan.

Terkait dengan CSR perusahaan untuk pendidikan, dapat dicatat bahwa
perusahaan besar dan kabupaten tertentu saja yang menaonjol seperti Kabupaten
Tabalong dan Balangan dengan dukungan PT Adaro Indonesia, Kabupaten
Tapin dengan dukungan PT Hasnur, dan-Tanah Bumbu dengan dukungan PT
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Arutmin. Misalnya, yang diberikan oleh PT Adaro Indonesia melalui Yayasan

Adaro Bangun Negeri berupa bantuan bus angkutan, beasiswa bagi siswa,
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bantuan untuk pembangunan sekolah Adiwiyata, dukungan mengikuti Olimpiade
Sains, Sekolah Terbuka; Rumah Belajar Seraba Kawa (Rubasaka)’ di
Kabupaten Tabalong dan Balangan.

Salah satu program CSR unggulan Arutmin ialah Beastudi Effort
(Education Fund for the Talented), yakni program pemberian beasiswa Arutmin
untuk mahasiswa yang berprestasi dan/atau berasal dari keluarga kurang
mampu dari wilayah sekitar tambang. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa ini
sudah berjalan sejak 2007 silam dengan jumlah mahasiswa mencapai lebih dari
400 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang tersebar anjarmasin,
Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru telah
mendapatkan beasiswa itu. Nilai yang dikucurkan tidak hanya berupa cash per
tahun, namun juga program peningkatan kualitas SDM lainnya yang dilakukan
secara rutin setiap bulan.

Program sektor pendidikan lainnya diberikan dalam bentuk pemberian
beasiswa untuk pelajar SD sampai SMA/SMK, pelatihan guru, bantuan tambahan
insentif bagi guru-guru di pelosok, dan penyediaan bus sekolah. Arutmin juga
membantu pembangunan atau renovasi sekolah, pemberian buku pelajaran,
hingga penyediaan peralatan penunjang kegiatan belajar. Dibanding dengan PT.
Adaro Indonesia yang selalu mempublikasikan kegiatan CSR perusahaan, maka
sebagai perusahaan besar pemegang PKP2B, kegiatan CSR PT. Arutmin
Indonesia masih terkesan kurang atau perlu untuk lebih dipublikasikan kepada
masyarakat.

Perusahaan selanjutnya yang berperan dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia melalui pendidikan adalah PT. Hasnur Grup. Sebagai

perusahaan besar, Hasnur Grup juga telah melaksanakan tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR) seperti berupa bantuan pendirian bangunan sekolah. Melalui
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Yayasan Hasnur Centre dengan tagline “Bakti Untuk Negeri”. Yayasan ini
mempunyai visi dan misi, serta berbagai program untuk mewujudkan misinya itu.
Bentuk CSR yang yang sangat menonjol dalam rangka meningkatkan kualitas
sumber daya manusia adalah Iileknik Hasnur disingkat POLIHASNUR.
Institusi pendidikan tinggi ini bernaung di bawah Yayasan Hasnur Centre, dimana
untuk sistem pendidikannya adalah jalur vokasi yang lebih menekankan pada
penguasaan keahlian dan keterampilan, sehingga lulusannya lebih siap dan
terampil dalam bekerja, khususnya di dunia industri.

Pada saat booming pertambangan batubara, program CSR belum
dikelola dengan baik untuk pendidikan. Sebagai pengecualian, Kabupaten
Tabalong, Balangan, dan Kabupaten Kotabaru yang telah mengelola program
CSR dengan baik dan mendapatkan award dari Pemerintah Pusat. Misalnya
Pemerintah Kabupaten Tabalong pernah mengeluarkan Suratputusan Bupati
Tabalong No. 188.45/291/2011 tentang Pembentukan Tim Perumus, Pelaksana
dan Pengawas, serta Penetapan Penggunaan Anggaran Program CSR PT
Adaro Indonesia dan Partner tertanggal 6 Juni 2011 (Gunawan, dkk, 2011).
Meski bagian besar perusahaan di Kalimantan Selatan sudah punya konsep
CSR-nya masing-masing, namun sebagian besar dalam pelaksanaannya masih
berjalan sendiri-sendiri atau parsial, belum tepat sasaran, kurang terpantau,
kurang terkoordinasi, kurang sinkron dengan program pemerintah daerah
setempat. Kini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan
Perda Nomor 1 Tahun 2014 ntang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan, namun meski sudah ada peraturan daerah peran CSR perusahaan
pertambangan batubara terhadap pendidikan kehilangan momentumnya.

Keterlibatan masyarakat, baik orang tua, masyarakat dan perusahaan

dalam berbagai bentuk, dan respon masyarakat baik yang bernada positif
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maupun negatif dapat dipandang dipandang sebagai bentuk partisipasi
masyarakat terhadap pembangunan pendidikan.
3. Prinsip Daya Tanggap Bidang Pelayanan Pendidikan

Prinsip daya tanggap (responsibility) sangat penting dalam pelayanan
publik, Menurut Parasuraman (Lupiyoadi, 2001) menyatakan bahwa salah satu
dimensi yaitu responsiveness adalah sangat penting. Sebab jika hasrat untuk
membantu pelanggan ada dalam diri petugas, maka pelayanan dapat dilakukan
dengan tepat dan cepat. Pengaduan merupakan salah satu bentuk kepedulian
terhadap peningkatan pelayanan, dengan dan pengaduan maka pihak
berwenang di SKPD Dinas Pendidikan menjadi tahu sebuah persoalan, dan jika
direspon dengan baik akan memberi kontribusi terhadap kinerja kelembagaan
dan pencitraan publik. Namun pada kenyataanya, tidak semua SKPD memiliki
SOP terkait pelayanan dan penanganan pengaduan dengan baik. Bagaimana
mekanismenya, siapa yang menangani, berapa lama, dan jawaban terhadap
pengaduan bagaimana.

Selain itu rendahnya kepuasan atas sikap petugas bisa disebabkan
karena petugas pelayanan kurang menunjukan empaty. Inilah perlunya faktor
behavioritistik dalam pelayanan, yang mana sikap simpatik, santun dan ramah
dapat membantu lancarnya pelayanan. Oleh karena itu menurut Parasuraman
(Lupiyoadi, 2001) menyatakan hwa terdapat lima dimensi yang dapat
digunakan untuk mengukur kepuasan, salah satunya adalah empaty yang berarti
bahwa seorang petugas pelayanan harus peduli, santun, ramabh, mpu
mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik, serta memahami kondisi yang
dilayani.

Masih adanya keluhan terkait pelayanan publik di Dinas Pendidikan

menunjukan adanya indikasi bahwa birokrasi di Dinas Pendidikan tertentu
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lamban dalam memberikan pelayanan. Beberapa indikator yang menjadi
penyebab adalah : kecepatan pelayanan, keadilan dalam mendapatkan
pelayanan, prosedur administrasi yang rumit dan berbelit-belit, sikap gas
yang kurang peduli, dan kurang ramah atau santun dalam memberikan
pelayanan.

Berdasarkan analisis kendala di atas, pelaksanaan prinsip transparansi,
partisipasi, dan daya tanggap yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan
Provinsi, Kabupaten/Kota masih mempunyai kelemahan. Banyak faktor yang
mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan seperti faktor intern dan
ekstern, tidak hanya berkaitan dengan dimensi struktural, dan behavioral.

Faktor intern, misalnya kurangnya contoh atau sosok panutan yang bisa
dijadikan contoh, kurangnya dukungan dan peran pimpinan, kurangnya
pembinaan atau diklat tentang kepribadian terhadap pegawai yang menjadi
petugas pelayanan agar diperoleh sosok pribadi yang sopan, ramah dan santun,
sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang mengutamakan
kenyamanan masyarakat yang berurusan seperti kebersihan, kesejukan dan
keindahan ruang tunggu, ruang pelayanan maupun fasilitas lainnya seperti AC,
toilet dan kantin, kurangnya pemberian motivasi pimpinan kepada bawahan,
kurangnya pengawasan dan penindakan pelanggaran, jumlah pegawai yang
banyak tidak seimbang dengan kualitas kinerja yang diinginkan, adanya tindak
penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan tertib administrasi publik, dan
sebagainya.

Faktor ekstern, semakin tingginya kompleksitas kegiatan dan masalah
pendidikan yang harus dihadapi sementara sumber-sumber yang dibutuhkan
untuk menjalankan pemerintahan dengan baik terbatas, semakin derasnya

pengaruh globalisasi dan informasi terhadap mekanisme dan kinerja sektor

63




publik, belum kuatnya keterlibatan dan partisipasi pihak swasta dan masyarakat
dalam proses kebijakan publik, atau semakin tingginya tuntutan masyarakat
agar paradigma pemerintahan berubah dari “government’ yang menurut
Woodrow Wilson (Islamy, 2006) dimaknai sebagai penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif , efisien, dan ekonomis, menuju “governance” yang
lebih mengedepankan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan demokratis
dan lain sebagainya.

Dimensi struktural adalah menyangkut struktur, sistem kerja, prosedur,
keuangan dan urusan teknis lainnya, misalnya sistem manajemen keuangan,
kepegawaian, informasi, peralatanfasilitas kerja yang tidak adaptif terhadap
tuntutan kinerja, dan lain sebagainya. Dimensi struktural juga berkaitan dengan
sistem ketatanegaraan. Prakoso Bhairawa Putera (2012) memaparkan latar
belakang bahwa aksanaan otonomi daerah di Indonesia, dimana pemberian
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan
pengelolaan anggaran telah menciptakan dominasi kekuasaan oleh elit lokal.
Dominasi tersebut membawa elit lokal sangat dekat dan memiliki akses terhadap
sumber-sumber daerah yang rawan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Dimensi behavioral adalah kurangnya sikap dan perilaku aparatur sipil
negara (ASN) sebagai sosok pribadi yang sopan, ramah dan santun,
bertanggung jawab, disiplin, loyal dan beritegritas dalam melaksanakan
pekerjaan, semakin tinggi godaan dalam penyalahgunaan kewenangan dan
penyimpangan tertib administrasi, serta sorotan dan stigma masyarakat terhadap
kurangnya motivasi, etika, moral, dan responsitivitas pegawai pemerintah.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa faktor yang
mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan adalah biasa berasal faktor

faktor intern dan ekstern, tidak hanya berkaitan dengan dimensi struktural, dan
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behavioral. Sehubungan dengan itu, untuk menciptakan birokrasi yang

mendukung pelayanan yang prima, maka secara teori ada tiga cara

pengembangan dan pembangunan birokrasi sebagaimana dilansir oleh Moh.

Mas'ud Said (2006). Pertama, melalui ndekatan behavioris (behavior

approach), yakni titik tekan pada SDM birokrasi dan kepemimpinannya. Kedua,

pendekatan institusional (institutional approach), yaitu cara dengan
mengutamakan unsur organisasi dan pemenuhan sarana prasarana yang baik.

Ketiga, pendekatan sistem sosial politik (social and political system), yaitu cara

kerja dan metode yang dikembangkan dengan memperhatikan dan menekankan

unsur-unsur sosio-politis.

Jika dikaitkan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan daya tanggap
yang menjadi fokus kajian ini, maka strategi yang dapat dilakukan untuk
mengatasi kendala pelayanan publik di Dinas Pendidikan melalui ketiga
pendekatan tersebut dapat dilihat melalui pembahasan di bab selanjutnya.

4.2.2 Kendala Pelaksanaan Prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Daya
Tanggap Pada Pelayanan Kesehatan RSUD di Kalimantan Selatan
Prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan reformasi birokrasi

dalam hal penyelenggara pelayanan publik menjadi suatu keharusan yang
dipenuhi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan
mencegah berbagai celah dalam upaya pemberlakuan pungutan liar dan
tindakan korupsi lainnya. Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan
dengan tegas bahwa ketidak transparanan suatu penyelenggara pelayanan
publik merupakan modal dasar atau celah untuk melaksanakan tindakan korupsi
dan pungutan liar kepada masyarakat yang membutuhkan pelayan publik.

Penelitian yang mengambil 3 (tiga) prinsip good govemance yaitu prinsip

transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip daya tanggap merupakan prinsip
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yang dijadikan indikator gambaran pelaksanaan pelayanan publik terutama
pelayanan publik pada rumah sakit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di
Kalimantan Selatan. Prinsip — prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap
merupakan prinsip yang secara teori sangat mudah untuk dilaksanakan, namun
pada kenyataannya ternyata penerapan prinsip ini masih sangat sulit karena
melibatkan semua unsur yaitu pelayan (penyelenggara pemerintah daerah) dan
terlayani (masyarakat) dengan beragam karakter dan pemahaman terhadap
konteks, substansi dan teknis pelayanan publik. Pada sub.bab pembahasan
sebelumnya telah menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan ketiga prinsip
di semua rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan dengan berbagai
kelebihan dan kekurangan dari rumah sakit itu sendiri.

Dalam usaha melaksanakan pembangunan dan pembentukan karakter
pelayanan publik sektor kesehatan perlu mempertimbangkan kondisi aktual di
daerah meliputi Integritas Moral, pemahaman dan penguasaan teknologi
informasi sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya masyarakat, peran
dan koordinasi antar lembaga/unit pelaksana, kebijakan dan perangkat
pelaksanaan yang mengatur pelaksanaan pelayanan publik yang ada baik di
tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Analisis kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan
penerapan pelayanan publik oleh rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan
dilakukan dengan mengidentifikasi problematika pada penerapan tiap prinsip
pelayanan publik :

4.2.2.1 Kendala Penerapan Prinsip Transparansi Pada Pelayanan Kesehatan
RSUD di Kalimantan Selatan

Prinsip transparansi pada dasarnya merupakan sistem keterbukaan
informasi (anggaran, program kerja dan kegiatan, standar prosedur operasional)

yang telah diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik melalui Undang-
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undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Upaya
pelaksanaan prinsip transparansi pada dasarnya telah dilaksanakan oleh semua
SKPD pelayanan publik namun dalam capaian pelaksanaanya beragam dari
kategori baik hingga kategori yang belum memuaskan dalam hal keterbukaan
bagi masyarakat.

Kegagalan penerapan sistem keterbukaan didasarkan pada berbagai
macam persoalan yang dibedakan njadi faktor internal dan eksternal. Faktor
internal adalah faktor kendala yang di sebabkan oleh keterbatasan secara
langsung dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan publik, sedangkan
faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor kendala yang di sebabkan oleh
unsur-unsur masyarakat.

1)  Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang meneyebabkan kegagalan pelaksanaan
prinsip transparansi antara lain :
a. Integritas Moral

Integritas moral pelaksana pelayanan publik merupakan cerminan
alitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh SKPD pelaksana pelayanan
publik dimana setiap pelaksana yang memiliki keteguhan, kejujuran dan
konsistensi kepada sesuatu kebenaran akan selalu berpegang teguh pada
aturan dan tanggung jawab profesional yang diberikan. Beberapa lokasi sampel
penelitian menunjukkan ada indikasi pemangkiran tanggung jawab seperti tidak
adanya petugas di pusat informasi, tidak adanya petugas pada unit pengaduan
serta melimpahkan tugas dan wewenang pada unit dan petugas yang lain.
Kondisi ini merupakan cermin dari kurangnya integritas dari mber daya

manusia yang dimiliki oleh suatu SKPD pelayanan publik. Integritas moral yang
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baik harus dimiliki dan tertanam pada jiwa semua sumber daya mulai dari
pimpinan tertinggi sampai ke operator pelaksana.
b. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi

Pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi saat ini menjadi suatu
kompetensi dasar yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang terutama bagi
para petugas pelayanan publik yang rhubungan baik secara langsung maupun
tidak langsung dalam mendistribusikan berbagai informasi. Beberapa fakta
menunjukkan bahwa fasilitas dalam memanfaatkan teknologi informasi dan
elektronik hampir dimiliki oleh setiap rumah sakit di Kalimantan Selatan (minimal
web rumah sakit) namun dalam teknis pelaksanaannya masih ditemukan adanya
fasilitas teknologi informasi yang tidak termanfaatkan dengan baik. Beberapa
penyebab yang dimunculkan adalah minimnya tenaga operator dan kurangnya
kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi. Hal ini menyebabkan
penyebaran informasi kepada publik tidak tersampaikan secara etekiif.
c. Koordinasi antar unit pelaksana

Dalam mewujudkan suatu sistem birokrasi yang baik perlu adanya suatu
koordinasi efektif tiap unit pelaksana baik secara internal maupun eksternal antar
sektor. Pemahaman yang baik atas suatu tugas pokok dan fungsi, dokumen
negara, sistem anggaran serta distribusi anggaran merupakan salah satu modal
dalam menciptakan harmonisasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tiap
unit pelaksana. Dalam penyelenggaraan rumah sakit daerah di seluruh
Kalimantan Selatan yang hampir seluruhnya merupakan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) masih ditemukan sikap ketidaktahuan terkait hal-hal yang
bersifat terbatas/rahasia dan yang bersifat umum untuk menjadi konsumsi
bersama dalam pelaksanaan transparansi ke dalam khususnya. Dalam hal

ketersediaan anggaran baik yang berasal dari APBD maupun BLUD dan
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distribusi pelaksanaannya wajib diinformasikan ke seluruh unit pelaksana serta
bidang — bidang baik melalui rapat koordinasi maupun surat edaran dari
pimpinan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menghindari berbagai bentuk
praduga dari setiap pelaksana kegiatan. Perasaan curiga merupakan wujud
psikologis yang dapat berpengaruh pada motivasi kerja, budaya kerja dan
lingkungan kerja seseorang. rger (2010) Menjelaskan kesejahteraan psikologis
ditempat kerja adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki motivasi,
dilibatkan dalam pekerjaannya, memiliki energi positif, menikmati semua kegiatan
pekerjaannya dan akan bertahan lama pada pekerjaannya. Dalam hal ini ketika
ketika kesejahteraan psikologis terpenuhi maka seseorang akan melaksanakan
kerja secara optimal dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat.

d. Etika Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan publik harus didasarkan pada standar
pelayanan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat seperti penampilan fisik
fasilitas unit pelayanan, sikap ramah dan keterjaminan bagi masyarakat, serta
ketepatan dalam memberikan pelayanan. Ketiga aspek ini dapat menciptakan
presepsi transparansi bagi publik dalam memperoleh pelayanan publik dari
rumah sakit.

Dalam pemenuhan dan pencapaian etika pelayanan publik sangat
bergantung pada rasio antara fasilitas pelayanan publik dengan jumlah
masyarakat terlayani, selain itu tipe dari rumah sakit juga mempengaruhi
kelengkapan pelayanan yang disediakan. Oleh karena itu pemenuhan standar
baik dari sisi SDM maupun fasilitas harus terus ditingkatkan dan disesuaikan

berdasarkan tren pengunjung dari masyarakat yang memanfaatkan fasilitas

pelayanan rumah sakit. Tipe rumah sakit juga akan mempengaruhi ketersediaan
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dengan kualitas dan kuantitas fasilitas rumah sakit, oleh karena itu standar
pelayanan rumah sakit milik provinsi tentunya akan lebih baik dibanding dengan
standar pelayanan rumah sakit yang ada di kabupaten/kota. Namun demikian,
standar pelayanan kesehatan dasar wajib dimiliki oleh rumah sakit dengan tipe
apapun. Kelengkapan fasilitas hingga sikap ramah yang dimiliki suatu rumah
sakit akan membentuk penilaian awal masyarakat akan keterjaminan pelayanan
maksimal yang akan didapatkan. Gambar 1 menunjukkan persentase keluhan

utama masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan rumah sakit.

Keluhan Masyarakat

Sumber : Data Primer, 2016

Gambar 7. Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD di
Kalimantan Selatan

Gambar di atas jelas menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat akan
menurun dengan adanya pelayanan yang tidak efisien dari operator atau petugas
pelayanan. Sedangkan kepuasan terhadap ketersediaan ruang inap menjadi
keluhan kedua bagi masyarakat. Kejelasan tarif rumah sakit hampir tidak menjadi
keluhan mendasar karena pada kenyataan yang ada setiap rumah sakit telah
memasang daftar tarif pelayanan baik secara langsung maupun melalui media

online. Kecenderungan lama waktu menunggu biasanya dialami pada saat awal

70




masuk rumah sakit hingga penebusan resep obat di apotik. Selain karena
keterbatasan operator pelaksana serta banyaknya jumlah pasien terlayani, faktor
monopoli obat untuk apotek tertentu juga menjadi hambatan dikarenakan semua
pasien akan tertuju pada apotek tersebut dan kondisi ini akan sangat tidak efektif
terlebih ketika terjadi puncak pelayanan pengambilan obat.

e. Perangkat kebijakan dan Pengawasan

Dalam sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagian besar
rumah sakit belum memiliki payung hukum yang mendasari keharusan
penerapan prinsip transparansi. Pada dasarnya ang-undang no 14 tahun
2008 tentang keterbukaan informasi publik telah sangat jelas mengharuskan
adanya keterbukaaan bagi penyelenggaraan yanan publik. Namun yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah turunan dari berbagai perangkat hukum
seperti perda, pergub, perbub/perwali hingga surat keputusan pimpinan
unit/SKPD.

Ketersediaan turunan dari perangkat hukum berupa kebijakan yang
diambil akan mencerminkan good will dari setiap pimpinan yang membawabhi
unsur pelayanan publik. Good will dari pimpinan rumah sakit misalnya akan
sangat mempengaruhi bagi penerapan dan pelaksanaan standar prosedur
operasional (SPO/SOP). Sebagus apapun SOP yang dibuat oleh suatu
pelaksana pelayanan publik tanpa adanya good will dari pimpinan akan sia-sia.
Hal ini juga tercermin dari ada tidaknya pembentukan tim pengawasan terhadap
pelaksanaan SOP yang ditetapkan. Kecenderungan yang dimiliki oleh seorang
manusia adalah dapat melakukan sesuatu melenceng dari aturan yang berlaku
jika tidak adanya pengawasan yang memberikan dampak jera berupa

punishment bagi pelaku penyelewengan. Oleh karena itu hubungan dari good will

pimpinan akan menghasilkan sesuatu kepedulian terhadap pelaksanaan aturan
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yang baik dengan melaksanakan pengawasan berkala dan tindak tegas bagi
suatu pelanggaran dan penyelewengan dari aturan yang berlaku.
2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud dalam hal ini adalah faktor-faktor yang
berasal dari masyarakat sebagai masyarakat yang dilayani atau memanfaatkan
fasilitas pelayanan publik dan memberikan pengaruh bagi keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan prinsip transparansi oleh rumah sakit selaku unit
pelayanan publik.
a. Sikap dan Perilaku Masyarakat

Sikap dan perilaku masyarakat dalam mendukung terwujudnya prinsip
transparansi bagi pelayan publik sangat dipengaruhi oleh budaya dan karakter
masyarakat dalam mengedepankan sikap egoisme yang ada pada diti seseorang
sebagai makhluk sosial. Budaya seperti ini akan berdampak pada
keberlangsungan pelayanan publik. Sebagai contoh sederhana adalah ketika
seorang pasien yang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan khusus
memilih untuk melakukan aksi pendekatan personal kepada petugas pelayanan
dengan menjanjikan atau memberikan imbalan dengan bentuk apapun sebagai
timbal balik dari pelayanan khusus yang diberikan. Kasus seperti ini tentunya
akan berdampak pada kegagalan prinsip tansparansi pada sistem pelayanan
publik yang diterapkan. Selain itu sikap dari beberapa masyarakat yang memilih
cara demikian akan merusak tatanan dan kepercayaan bagi masyarakat lainnya
yang akhirnya dirugikan. Dalam buku map kuning oleh ombudsman menjelaskan
bahwa segala bentuk sogok/suap/pemberian sesuatu kepada petugas dengan
tujuan mendapatkan sesuatu yang lebih dari aturan yang telah ditetapkan
termasuk dalam kategori korupsi karena mengacu pada KUHP yang menjelaskan

bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan untuk tujuan
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memperkaya diri secara pribadi termasuk dalam tindak pidana korupsi. Dalam

kasus seperti ini korupsi terjadi oleh dua arah yaitu orang yang memberi dan

orang yang diberi, hal ini yang menjadi dasar mengapa prinsip transparansi
sangat perlu diterapkan dan ketidaktransparansian akan menjadi potensi dasar
dalam menimbulkan sikap koruptif oleh pelaksana pelayanan publik.

b. Presepsi dan pemahaman publik

Beberapa informan penelitian baik dari pihak rumah sakit selaku
pelaksana pelayanan publik maupun masyarakat memiliki pendapat yang sama
terkait pemahaman dari berbagai informasi yang diberikan. Pihak rumah sakit
menjelaskan kendala penerapan prinsip transparansi adalah ketidak tahuan atau
ketidakpahaman masyarakat terhadap sesuatu prosedur yang diterapkan. Hal ini
dapat terjadi karena faktor sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi informasi yang menyebabkan penyebaran informasi
terkait program, aturan baru, kelengkapan fasilitas medis dan tenaga medis
tidak sampai ke sebagian besar masyarakat.

2. Kurang optimalnya pemanfaatan media baik media elekironik maupun media
cetak sebagai alat penyebaran informasi.

3. Tidak adanya jaringan kerja sama secara rutin dari pihak rumah sakit dan
media radio dan televisi lokal sehingga informasi baru maupun program
promosi kesehatan tidak selalu dapat tersampaikan melalu program acara
televisi dan radio.

4. Tingkat pendidikan operator dan masyarakat mempengaruhi kemampuan
menyampaikan informasi dan menerima informasi secara jelas dan dapat
dipahami bagi semua pihak.

5. Adanya pelayanan yang melibatkan koordinasi antar unit dan lembaga lain

seperti Bank, BPJS, Jasaraharja yang mengakibatkan adanya prosedur
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tambahan yang semakin sulit dimengerti oleh masyarakat, memperpanjang
waktu serta proses administrasi pelayanan.
Faktor-faktor di atas merupakan faktor utama yang ditemukan dalam penelitian
ini sehingga beberapa informan masyarakat memiliki beragam pemahaman

terhadap informasi yang diberikan.

Pemahaman Masyarakat Terhadap
Prosedur Layanan Rumah Sakit

Sumber : Data Primer, 2016
Gambar 8. Pemahaman Masyarakat terhadap prosedur pelayanan langsung dari
rumah sakit
Gambar di atas merupakan data pemahaman masyarakat terhadap pelayanan
langsung tanpa melibatkan unit lain. Sebagian besar masyarakat telah
mengetahui prosedur pelayanan yang ada di rumah sakit berdasarkan
pengalaman-pengalaman baik secara pribadi maupun pengalaman relasi
terdekat yang telah terlebih dahulu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan

rumah sakit.
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Pemahaman Masyarakat Melibatkan
Koordinasi Antar Unit

0% 0%

Sumber : Data Primer, 2016
Gambar 9. Pemahaman masyarakat terhadap posedur pelayanan dengan
melibatkan koordinasi antar unit
Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak
mengetahui prosedur pelayanan yang melibatkan koordinasi antar unit lainnya,
terutama koordinasi dengan unit asurasnsi jiwa akibat kecelakaan. Masyarakat
yang memahami prosedur cenderung merupakan masyarakat yang berprofesi
sebagai aparatur pemerintah sedangkan masyarakat yang tidak memahami
merupakan masyarakat swasta dengan status sosial menengah kebawah.
Panjangnya birokrasi dan prosedur seperti ini menjadi kendala tersendiri karena
sangat berpotensi munculnya sikap-sikap koruptif bagi oknum yang
memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat.
4.2.2.2 Kendala Penerapan rinsip Partisipasi Pada Pelayanan Kesehatan
RSUD di Kalimantan Selatan
Berbeda dengan prinsip ftransparansi dan daya tanggap. Prinsip
partisipasi yang perlu diterapkan adalah suatu sistem anajemen pelayanan

publik dengan melibatkan masyarakat selaku publik untuk ikut serta dalam
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perencanaan pembangunan daerah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai

pelayanan publik terutama bagi rumah sakit memiliki kendala secara umum

sebagi berikut :

1.

Komitmen rumah sakit dalam melibatkan masyarakat untuk pengembangan
rumah sakit masih sangat rendah dengan tidak adanya survei kebutuhan
masyarakat/forum diskusi untuk menggali berbagai permasalahan kesehatan
seluruh masyarakat kota hingga daerah terpencil serta keterlibatan
masyarakat dalam pembentukan SOP.

Status rumah sakit sebagi unit pelayanan bukan sebagai perangkat daerah
menjadikan embalasan bagi publik dalam hal partisipasi dalam
perencanaan program pembangunan terutama program pembangunan dan
pengembangan layanan kesehatan masyarakat.

Belum maksimalnya fasilitas dan edia pengaduan seperti kotak kritik dan
saran yang merupakan sarana bagi masyarakat dalam memberikan
pengaduan, saran serta kritik konstruktif bagi perbaikan dan pembenahan
sistem pelayanan rumah sakit yang ada.

Masih minimnya forum koordinasi (publik hearing) yang dibentuk sebagai
sarana diskusi masyarakat dengan pihak rumah sakit.

Kesadaran masyarakat dalam memajukan rumah sakit daerah masih rendah.
Saat ini pola pikir masyarakat masih menjadikan rumah sakit hanya sebagai
fasilitas kesehatan untuk melayani pasien (bersifat satu arah), bukan sebagai
aset daerah yang perlu secara berkelanjutan melakukan pembenahan

berdasarkan karakteristik sosial budaya masyarakat.
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4.2.2.3Kendala Penerapan Prinsip Daya Tanggap Pada Pelayanan

Kesehatan RSUD di Kalimantan Selatan

Prinsip daya tanggap sebenarnya merupakan prinsip-prinsip yang dapat
dilaksanakan dalam mengakomodasi ketidakpuasan masyarakat akibat beberapa
kegagalan penerapan prinsip transparansi oleh penyelenggara pelayanan publik
di rumah sakit. Sama halnya dengan prinsip transparansi, beberapa kendala
penerapan prinsip daya tanggap bagi pelayanan rumah sakit yang ada di
Kalimantan Selatan dibedakan menjadi or internal dan faktor eksternal.

1) Faktor internal

Beberapa faktor internal yang menjadi kendala penerapan prinsip daya tanggap
dijelaskan sebagai berikut :

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparat/petugas pelayanan
publik rumah sakit. Kapasitas aparat pemerintah dalam merespon berbagai
bentuk keluhan dan pengaduan masyarakat akan berpengaruh pada kecepatan
dan ketepatan daya tanggap dari isu permasalahan yang disampaikan. Sebagian
besar rumah sakit belum memiliki SOP terkait penunjukkan maupun penetapan
secara personal bagi aparat yang bertugas secara langsung menerima dan
menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Selain kuantitas personal, kualitas dari
aparat juga harus memadai dalam menganalisa serta mengkaji kelayakan aduan
untuk proses selanjutnya. Penelitian ini menghasilkan temuan dimana kegagalan
penerapan prinsip daya tanggap yang disebabkan faktor kapasitas SDM
berpengaruh pada tanggung jawab profesi untuk cenderung mengalihkan
berbagai bentuk aduan terutama pengaduan secara langsung oleh masyarakat.

Hal ini dikarenakan ketidaksiapan petugas yang ada dan berhubungan langsung

dengan masyarakat. Pada kasus demikian seharusnya, semua petugas dan
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operator yang melayani secara langsung masyarakat dibekali pengetahuan dan
kesepemahaman alur prosedur pengaduan.
b. Ketersediaan Tenaga Medis

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit,
jumlah serta kualitas tenaga medis merupakan pilar utama dalam memberikan
pelayanan kesehatan secara optimal bagi masyarakat. Ketersediaan tenaga
medis untuk setiap rumah sakit di daerah berbeda-beda tergantung tipe rumah
sakit serta anggaran belanja daerah yang berfokus pada pengadaan tenaga
kesehatan terdidik dan terlatih. Dalam sebagian kasus, keberadaan dokter
spesialis di rumah sakit daerah merupakan masalah utama, dimana rasio antara
dokter spesialis dengan pasien terlayani sangat kecil, hal ini mengakibatkan
terjadi berbagai keluhan terhadap optimalisasi pelayanan dokter spesialis terkait
terhadap pasien yang membutuhkan. Komplain terkait kemampuan dan
kecermatan dokter spesialis juga menjadi permasalahan bagi sebagian pasien,
hal ini juga tidak lepas dari keterbatasan dokter spesialis yang ada di daerah
sehingga tren yang sering terjadi adalah rujukan pasien ke rumah sakit yang
memiliki dokter spesialis yang dibutuhkan.

Komplain terhadap kualitas pelayanan serta kecermatan dokter spesialis
menjadi permasalahan yang sulit untuk ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan
keterbatasan dokter spesialis yang ada di daerah menyebabkan pihak rumah
sakit enggan memberikan sanksi bagi tindak kekeliruan yang mungkin
disebabkan oleh dokter spesialis tersebut. Kualitas pelayanan dokter spesialis
akan sangat dipengaruhi oleh anggaran daerah dan anggaran rumah sakit dalam
komitmen peningkatan jumlah dan kapasitas dokter spesialis melalui pendidikan
dokter yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Selama permasalahan

keterbatasan dokter spesialis tidak mendapat perhatian khusus dalam upaya
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peningkatan pelayanan kesehatan, maka keluhan masyarakat terkait pelayanan
kesehatan akan berkelanjutan.
c. Unit Pengaduan Masyarakat
Sebagian besar rumah sakit telah memiliki unit pengaduan masyarakat
maupun bidang yang melayani dalam mengakomodir keluhan ketidakpuasan
masyarakat. Namun demikian karena ketidak seragaman antara rumah sakit
daerah satu dan daerah lainnya, maka perlu adanya SOP pengaduan dan
publikasi SOP yang dapat dimengerti h masyarakat baik yang datang secara
langsung ke rumah sakit maupun melalui media iklan layanan masyarakat. Fakta
yang terjadi saat penelitian menjelaskan bahwa rumah sakit terutama rumah
sakit dengan tipe yang tinggi telah menyediakan unit pengaduan sedangkan
untuk tipe dibawahnya pengaduan masyarakat dapat disampaikan pada bidang
pelayanan. Kelemahan yang terjadi dengan memberikan fungsi pengaduan pada
bidang struktural (bidang pelayanan) di rumah sakit adalah efektifitas daya
tanggap terhadap suatu masalah dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut :
1. Bidang struktural pada rumah sakit tidak memilki SOP khusus terkait
prosedur respon pengaduan
2. Sistem yang digunakan adalah birokrasi umum dimana aduan masyarakat
disampaikan kepada staf sampai akhirnya kepala bidang secara hirarki
birokrasi
3. Setiap pegawai yang berada pada bidang pelayanan merupakan aparatur
pemerintah daerah yang berpeluang melaksanakan kebijakan promosi mutasi
yang mengakibatkan perubahan kapasitas dan intelektualitas aparat.
4. Pengaduan masyarakat menjadi tidak prioritas di saat bidang pelayanan

sedang mengalami kejenuhan beban kerja terkait pelayanan umum.
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Melihat faktor tersebut, idealnya setiap rumah sakit yang tidak memiliki
unit pengaduan masyarakat perlu membentuk adanya tim kelompok kerja secara
khusus dalam menangani dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

d. Tidak adanya petunjuk prosedur pengaduan

Petunjuk prosedur pengaduan merupakan hal yang sangat penting
diketahui oleh setiap masyarakat. Rumah sakit yang memiliki unit pengaduan
masyarakat juga harus mempublikasikan petunjuk prosedur pengaduan
masyarakat, apalagi rumah sakit yang memfungsikan bidang pelayanan sebagai
unit pengaduan masyarakat wajib untuk menampilkan petunjuk prosedur
pengaduan masyarakat sehingga menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat
dalam memanfaatkan pelayanan publik yang diberikan. Beberapa rumah sakit
tipe B dan C belum menampilkan publikasi petunjuk prosedur pengaduan
masyarakat.

e. Keterbatasan fasilitas dan anggaran

Sekuat apapun pembenahan dalam urusan pemenuhan layanan
pengaduan masyarakat tidak akan mampu di tindak lanjuti jika suatu rumah sakit
tidak memiliki fasilitas memadai dan jumlah anggaran yang sangat terbatas.
Beberapa kasus pengaduan masyarakat terkait ketersediaan ruang inap dan
fasilitas kesehatan tidak dapat di akomodir karena keterbatasan anggaran
belanja rumah sakit. Dalam hal ini kecermatan dan ketepatan dalam menetapkan
rencana anggaran dan belanja sangat perlu untuk memberikan fasilitas terbaik
bagi masyarakat.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam mendukung penerapan prinsip daya tanggap

sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan masyarakat. Masyarakat yang puas

akan suatu pelayanan cenderung untuk tidak melakukan pengaduan walupun
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dengan adanya sedikit kekurangan vyang diberikan. Namun demikian
beberapakfaktor yang menjadi kendala penerapan prinsip daya tanggap yang
disebabkan oleh masyarakat dijalaskan sebagai berikut.
a. Perilaku dan pola pikir masyarakat

Perilaku dan pola pikir masyarakat menjadi sangat penting dalam
mewujudkan keberhasilan prinsip daya tanggap oleh rumah sakit sebagai
penyedia pelayanan publik. Pola pikir masyarakat yang ideal adalah melakukan
kritik konstruktif dalam rangka meningkatkan kemajuan rumah sakit daerah.
Kendala yang terjadi adalah perilaku ceroboh masyarakat dalam melakukan
pengaduan dengan tujuan pembalasan atas ketidakpuasan yang dialami seperti
dengan cara memuat di media cetak secara langsung tanpa adanya upaya
pengaduan internal rumah sakit. Hal ini dapat dibenarkan jika pelayanan yang
diberikan secara sengaja dan berkelanjutan menyimpang dari aturan dan
ketentuan yang berlaku dengan mengabaikan saran dan aduan masyarakat
secara langsung.
b. Toleransi Publik

Beberapa informasi menjelaskan bahwa masyarakat kurang dapat
memahami kondisi riil rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan publik.
Toleransi publik dalam hal ini bersifat subjektif dimana presepsi masyarakat satu
akan berbeda dengan masyarakat lain terhadap suatu pelayanan yang sama.
Sebagai contoh : masyarakat A dapat memahami waktu tunggu yang lama dalam
pengambilan obat karena prosedur yang harus dilaksanakan, namun masyarakat
B menilai itu sebagai kekurangan pelayanan yang harus diadukan. Hal ini tentu
menjadi kendala pelaksanaan prinsip daya tanggap karena kegagalan pemilahan
isu dan problematika oleh masyarakat dalam melaksanakan prosedur

pengaduan.
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1
4.3 Strategi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan daya tanggap Pada Dinas Pendidikan Dan

UD di Kalimantan Selatan

4.3.1 Strategi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan daya tanggap pada Dinas Pendidikan

Implementasi prinsip transparansi, partisipasi, dan daya tanggap gi
publik bukan lagi merupakan kebutuhan tetapi hak yang harus diberikan Dinas
Pendidikan. Penerapan prinsip transparansi, parisipasi, dan daya tanggap
ngal diperlukan untuk membangun kepercayaan publik kepada Dinas
Pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya diperlukan suatu konstruksi
model ideal untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan daya tanggap pada instansi pelayanan publik di
Kalimantan Selatan.

Konstruksi model yang dimaksud mengacu pada Kebijakan Hukum
Negara di bidang pelayanan publik sebagaimana dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, No. 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan gublik, Permenpan-RB No. 11 Tahun 2015
Tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019, Perpres No. 81 Tahun 2010
Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Perda Prov.
nalimaman Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.Konstruksi
model ideal yang mengacu pada apan pemerintahan yang berbasis kinerja
dan pada tahun 2025 diharegkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan

1

pemerintahan yang dinamis (Permenpan-BB No. 11 Tahun 2015 Tentang Road

Reformasi Birokrasi 2015-2019) adalah sebagai berikut:
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Gambar 10. Road Reformasi Birokrasi 2015-2019

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

a)

b)

c)

d)

e)

)

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada
prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;

Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes
(hasil);

Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yangdidukung
dengan penerapan sistem berbasis elekironik untuk memudahkan
pengelolaan data kinerja;

Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja;

Unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi;
Secara keseluruhan, setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan
fungsinya, secara terukur juga memilki kontribusi terhadap

kinerjapemerintah secara keseluruhan.

Berkaitan dengan prinsip transparansi (yang akan mendukung prinsip partisipasi,

dan daya tanggap), penguatan model ideal tersebut meliputi:

a)
b)

c)

pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaaninformasi publik;
publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;
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d) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun danmengawasi
pelaksanaan kebijakan publik;

e) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat
diakses publik;

f) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Strategi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kendala-kendala
dalam pelaksanaan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Daya Tanggap di
bidang Pendidikan yang Pertama adalah melalui pendekatan behavioris yang
menekankan pada SDM birokrasi dan kepemimpinannya. Perubahan pola pikir
(mindset) dan sikap mental serta peningkatan kapasitas aparatur pelaksana
melalui workshop, diskusi dan pelatihan-pelatihan yang menunjang pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab,pemahaman dan penguasaan teknologi, sikap yang
lebih akomodatif, ramah, sopan dan mampu mendorong masyarakat untuk lebih
dekat dan berpartisipasi dalam layanan pendidikan ini.

Kedua, menggunakan pendekatan institusional, yakni mengutamakan
unsur organisasi dan pemenuhan sarana prasarana yang baik untuk menunjang
pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap tersebut.
Termasuk memaksimalkan pengawasan eksternal seperti yang dilakukan oleh
DPRD, Dewan Pendidikan dan Ombudsman. Ketiga, pendekatan sistem sosial
politik, tu cara kerja dan metode yang dikembangkan dengan memperhatikan
dan menekankan unsur-unsur sosio-politis dan budaya masyarakat setempat,
termasuk peraturan dan kebijakan yang dibentuk sebagai acuan atau landasan
dalam pelaksaan ketiga prinsip tersebut.

4.3.1.1Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Prinsip Transparansi pada

Bidang Pendidikan di Kalimantan Selatan

1. Perubahan pola pikir (mindset) dan sikap mental serta peningkatan kapasitas

aparatur pelaksana melalui workshop, diskusi dan pelatihan-pelatihan.
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Strategi lainnya dalam mengatasi kendala penerapan prinsip transparansi
adalah dengan meningkatkan kapasitas pelaksana dan pengambil kebijakan/
Kepala Daerah. Pelaksana yang dimaksud disini adalah Aparatur pada Dinas
Pendidikan, kepala sekolah, guru, staf dan pihak-pihak terkait lainnya.Kepala
sekolah adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin
segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat
didayagunakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan bersama.Kepala
Sekolahdituntut memiliki kemampuan kepemimpinan manajerial, kompetensi
pribadi dan sosial sehingga mampu uk memberikan akses informasi yang
tepat dan seluas-luasnya kepada guru, staf, siswa, orang tua dan masyarakat
terkait layanan pendidikan, mendorong partisipasi masyarakat dan menjembatani
penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi.

Fungsi kepala sekolah menurut Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penguasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah alah :
1) Menentukan visi, misi dan strategi sekolah;

2) Mengembangkan budaya organisasi sekolah;

3) Menciptakan iklim yang kondusif;

4) Memahami dan mengembangkan kurikulum;

5) Mengembangkan proses pembelajaran;

6) Mengembangkan fasilitas pendidikan;

7) Mengembangkan manajemen sekolah;

8) Melaksanakan peran manajerial; dan

9) Mengembangkan sumber daya manusia sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar
Kepala Sekolah/ Madrasah menyebutkan lima dimensi kompetensi Kepala

85




Sekolah/ Madrasah adalah: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi

dan sosial.

2. Penyusunan kebijakan atau peraturan tentang prosedur dan mekanisme
penyampaian informasi kepada pengguna layanan dan masyarakat, ruang
lingkup informasi yang akan diberikan, pelaksana atau penanggung jawab.

Meskipun kebanyakan Dinas menyatakan belum memiliki peraturan
tertulis yang khusus menjamin kemudahan informasi/ transparansi, partisipasi
dan daya tanggap bagi masyarakat, namun di Tingkat Nasional dan Daerah,
cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin
implementasi prinsip transparansi seperti ketentuan yang terdapat pada dang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
erbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, Peraturan Daerah rovinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota
Banjarmasin.

Pasal 3 Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang mengatur tentang Asas Keterbukaan atau Transparansi yang
pada bagian penjelasan disebutkan bahwa as Keterbukaan atau Transparansi

adalah asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang
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penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan

berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas
publik; sal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa Badan Publik wajib
menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada
di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Badan Publik yang
dimaksud disini alah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD atau
organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat dan / atau luar negeri.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik yang mengatur sanksi pidana bagi Pejabat Publik yang tidak

mau memberikan informasi yang diminta oleh pengguna informasi publik;Pasal
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang
menyebutkan bahwa nyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a).
kepentingan umum; b).kepastian hukum; c).kesamaan hak; d).keseimbangan hak
dan kewajiban; e).keprofesionalan; f).partisipatif; g).persamaan perlakuan/ tidak
diskriminatif; h).keterbukaan; i).akuntabilitas; j).fasilitas dan perlakuan khusus
bagi kelompok rentan; k).ketepatan waktu; dan l).kecepatan, kemudahan, dan
keterjangkauan. Begitu pula Bab VI raturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur prinsip pengelolaan pendidikan

yang pada dasarnya meliputi:1).prinsip keadilan; 2).Prinsipefisiensi;3).prinsip
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transparansi dan 4).prinsip akuntabilitas publik; keterbukaan yang dimaksud
disini alah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan
memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan
jaminan terhadap penerapan prinsip Transparansi di Bidang Pendidikan namun
belum sepenuhnya diketahui, dipahami dan ditindaklanjuti oleh aparatur
pelaksana di daerah. Oleh karena itu perlu diadakan sosialiasi, diseminasi dan
atau workshop untuk penyebarluasan, pemahaman dan penindaklanjutan

peraturan perundang-undangan terkait dalam bentuk perturan yang lebih teknis.

Selain itu, berdasarkan anat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 20 dan Pasal 21, diperlukan
instrument ng digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah,terjangkau dan terukur.

Komponen standar pelayanan publik meliputi : 1). Dasar hukum;
2).Persyaratan; 3).Sistem, Mekanisme dan prosedur; 4).Jangka Waktu
Penyelesaian; 5).Biaya tariff; 6). Produk Pelayanan; 7).Sarana, prasarana dan /
atau fasilitas; 8).Kompetensi pelaksana pengawasan internal; F'engawasan
internal; 10).Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11).Jumliah
pelaksana; 12).Jaminan pelayanan sesuai dengna standar pelayanan (maklumat
pelayanan); 13).Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,
dan resiko keragu-raguan;i4).evaluasi kinerja pelaksana. Komponen standar
pelayanan tersebut diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.

3. Mengatasi persoalan pembiayaan melalui peningkatan anggaran daerah,

bantuan masyarakat dan perusahaan;
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Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap
memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.Persoalan klasik
yang dihadapi adalah terkait dengan pendanaan yang harus menjadi konsen
semua pihak yang terlibat,terutama pihak eksekutif dan legislatif yang berwenang
untuk penganggaran.Selain itu, peran pihak swasta dan masyarakat juga tidak
kalah pentingnya dalam membantu pengadaan sarana dan prasarana ini.

4. Pengadaan bidang khusus/ pusat informasi yang dikelola secara professional
dan didukung peralatan dan perlengkapan yang memadai.

5. Pengadaan dan pengembangan informasi berbasis teknologi;

6. Menjalin kerjasama yang lebih intensif dan berlanjut dengan media massa
dalam rangka penyebarluasan informasi;

7. Publikasi mengenai perencanaan, pengganggaran, jenis-jenis layanan yang
disediakan dan capaian yang sudah dilakukan melalui website dan papan
pengumuman yang dikelola secara intensif dan rutin, media massa, spanduk,
baliho dsb;

8. Pengadaan layanan berbasis online untuk efisiensi dan menghindari
pungutan liar

Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan
pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanandan klumat pelayanan,
harus secara konsisten diimplementasikan. Kompetensi petugas pelayanan

harus ditingkatkan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, sertapenggunaan e-

services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan

Reformasi membawa perubahan sehingga terjadi keterbukaan dan

pemanfaatan perkembangan tekhnologi informasi yang memungkinkan

kesetaraan antara yang melayani dan yang dilayani, menghindari terjadinya tatap
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muka yang dapat menimbulkan pelayanan publik yang transaksional.Hal ini
tentunya harus idukung dengan sarana sarana yang memadai.Sarana
prasarana yang memadai hanya dapat dicapai dengan pendanaan dan
penanggaran yang memadai pula.

Hasil studi banding yang dilakukan Tim Peneliti ke Dinas Pendidikan
Jawa Timur dapat dilihat bahwa Sistem Kelola yang baik, ditunjang dengan
sistem jaringan komunikasi ke semua sektor, memudahkan penyebaran
informasi, komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder yang meliputi 38
kabupaten Kota dengan jumlah guru berjumlah lebih dari 35.000 orang. Tahun
2017, ditargetkan semua informasi bisa diakses langsung melalui T, pengurusan
kenaikan pangkat, termasuk pembayaran gaji-gaji guru melalui sistem berbasis
teknologi yang disiapkan oleh Pemda. Hal ini merupakan jawaban terhadap
permasalahan kerumitan birokrasi dan pengalihan wewenang penyelenggaraan
pendidikan tingkat menengah kepada Provinsi, disamping itu juga untuk
mengatasi pungutan-pungutan yang biasanya terjadi pada berbagai pelyanaan

yang diberikan.

4.3.1.2 Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Prinsip Partisipasi pada
Bidang Pendidikan di Kalimantan Selatan

Partisipatif menurut penjelasan Pasal 4 UU Pelayanan Publik adalah

peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.Partisipasi
masyarakat dalam bidang pendidikan diantaranya diatur di dalam Pasal 8 dan 9

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan

masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
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penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat secara khusus diatur pada
Bab XV Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini.

Masyarakat yang dimaksudkan disini meliputi ng tua/ wali , anggota
komite, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi non pemerintahan,
swasta dan universitas.Beberapa bentuk partisipasi masyarakat di bidang
pendidikan dapat berupa rtisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi
tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial,
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.
Lebih khusus lagi, bentuk partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan sebagai
partisipasi masyarakat dalam pembinaan siswa, pembiayaan, pengawasan dan
evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 56 butir 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Sisdiknas menyebut
bahwa Komite Sekolah adalah salah satu bentuk peran masyarakat dalam
peningkatan mutu pendidikan yang berbentuk mandiri. Peran komite antar alain
perencanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan dengan memberikan
arahan dan dukungan tenaga, sarana serta prasarana.Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor :044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah menjadi landasan hukum bagi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan pendidikan.

Hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat adalah kurangnya
pengalaman dan keterampilan dalam berkolaborasi serta tingkat ekonomi dan
sosial yang lemah membuat kepercayaan diri berkurang, termasuk juga
ketidaktahuan terhadap aturan perundang-undangan dan kebijakan yang
terkait.&isalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

106

Publik pada Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menyusun dan

menetapkan standar pelayanan publik, penyelenggara wajib mengikutsertakan
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masyarakat dan pihak terkait. Namun pada praktiknya hal ini belum terlaksana

karena ketidaktahuan dan ketidaksiapan penyelenggara dan masyarakat itu

sendiri.

1. Kebijakan khusus untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha
di bidang pendidikan;

2. Membangun komunikasi yang intensif, efektif, tuntas dan terus menerus
dengan masyarakat dan perusahaan dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan secara terarah, terencana dan berkelanjutan; di sinilah diperlukan
peran aktif dari Pemerintah dan pihak sekolah, kepada stakeholder terkait,
termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan
memberdayakan/ mengajak orang lain atau dengan Forum CSR tingkat
Provinsi misalnya, keterbukaan atau transparansi yang dilakukan pihak
sekolah juga mempengaruhi partisipasi masyarakat, misalnya pihak sekolah
selalu melaporkan penggunaan dana secara terbuka akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat.

3.Penyediaan sarana / forum vyang memudahkan masyarakat untuk
berpartisipasi, termasuk untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil;

4. Menggali aspirasi masyarakat melalui pertemuan/ sosialisasi pendidikan;

5. Penataan kantor yang nyaman dan bersih untuk pengguna layanan /
masyarakat yang berurusan;

6. Pencatatan identitas dan no kontak setiap tamu/ pengguna layanan/
masyarakat yang datang;

7. Menjalin kerjasama yang baik dan solid dengan media merupakan strategi lain
yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.
Melalui penginformasian yang akurat mengenai pelayanan publik yang

dilakukan, capaian dan permasalahan yang dihadapi, masyarakat menjadi
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lebih mengerti dan memahami. Dari pengetahuan dan pemahaman tersebut
diharapkan masyarakat menjadi lebih aktif berkontribusi dalam penyelesaian
masalah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur misalnya, memiliki sebuah
ruangan khusus yang diperuntukkan bagi media yang disebut dengan Pos
Media. Tempat di mana fasilitas dan kemudahan diberikan kepada media-
media resmi yang ada di Jawa Timur, untuk bertanya, menggali informasi dan
menyampaikannya kepada masyarakat luas.

4.3.1.3 Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Prinsip Daya Tanggap
pada Bidang Pendidikan di Kalimantan Selatan

Daya tanggap (Responsiveness) menurut penjelasan Pasal 4 UU
Pelayanan Publik adalah suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan
pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dan penyampaian informasi
yang jelas.Hal ini juga termuat pada prinsp k dan | di atas.Prinsip Daya Tanggap
antara lain diatur juga melalui eraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang merupakan pelaksanaan
ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan yelenggara pelayanan publik
menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten
dalam pengelolaan pengaduan.

Berikut beberapa strategi yang diidentifikasi untuk mengatasi kendala-
kendala dalam pelaksanaan prinsip daya tanggap :

1. Terkait dengan penerapan prinsip daya tanggap misalnya, perlu diberikan
pelatihan kepada apartur pelaksana, guru dan staf untuk peningkatan
kapasitas agar terampil dalam perencanaan, kreatif dan inovatif dalam
pelaksanaan pelayanan dan selalu siap dengan solusi-solusi ketika ada

permasalahan atau keluhan dari siswa, terampil , tanggap dan cepat dalam

penanganan berbagai masalah.perubahan cara pandang aparatur terhadap
93




segala bentuk partisipasi masyarakat, termasuk kritikk dan masukan yang
diberikan oleh masyarakat sebagai sebuah upaya perbaikan, bukan
gangguan;

Penyusunan peraturan/kebijakan/SOP pelayananan dan pengaduan
pengguna layanan/ masyarakat, termasuk jangka wakiu yang jelas untuk
penyelesaian setiap pelayanan dan pengaduan dan penanggungjawabnya.
Pendataan yang akurat dan lengkap tentang kondisi sekolah dan
permasalahan pendidikan. ini berangkat dari hasil wawancara yang
dilakukan dengan Dinas Pendidikan bahwa terkadang data yang diberikan
oleh pihak sekolah berbeda dari kondisi riil yang dihadapi sehingga
menyulitkan dalam perencanaan selanjutnya;

Membuat laporan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang sudah ada
selama ini; mencakup juga data tentang pihak-pihak mana saja yang
berkontribusi dan jenis kontribusi tersebut;

Pengadaan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat/
pengguna layanan untuk berpartisipasi seperti penyediaan kotak saran,
telpon bebas pulsa, dll.

Mengadakan survei kepuasan pengguna layanan dan masyarakat dan
mempublikasikannya; ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan
masyarakat terhadap instansi penyelenggara pelayanan dalam hal ini Dinas
Pendidikan, untuk memberikan gambaran upaya-upaya yang sudah
dilakukan dan menstimulasi partisipasi yang lebih luas dari masyarakat;
Membuat rekapitulasi pengaduan yang dibuat masyarakat, baik secara
langsung atau tidak langsung; hal ini penting untuk mengidentifikasi dan

mengevaluasi permasalahan-permasalahan dan kekurangan-kekurangan

yang ada selama ini.
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Strategi lainnya untuk meningkatkan daya tanggap aparatur pelaksana
terhadap keadaan dan permasalahan dalam pelayanan publik adalah melalui
penguatan peran-peran pengawas eksternal seperti budsman.
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan
oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan hukum
milik negara serta badan swasta dan perseorangan yang diberi tugas

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari APBN dan atau APBD.
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4.3.2 Strategi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan daya tanggap Pada Pelayanan
Kesehatan RSUD diﬁalimaman Selatan

4.3.2.1 Strategi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip-
prinsip transparansi, Pada Pelayanan Kesehatan RSUD Di
Kalimantan Selatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28

F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan hal
tersebut dapat dipahami bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak
asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan
bernegara yang demokratis. Pada prinsipnya salah satu elemen penting dalam
mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk
memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik menentukan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk
membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik
tersebut untuk masyarakat luas. ang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi informasi merupakan
Eelerangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai,
makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan petkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun non elektronik (Pasal 1 angka 1). Sedangkan informasi publik adalah

informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh

suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
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negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang
sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, tentu akan
tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan
dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan
demokrasi yang hakiki. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya keterbukaan
akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk
bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.
Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang
terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip fundamental am
kepemerintahan yang baik (good govemance), sejatinya menghendaki adanya
pemenuhan hak masyarakat uk memperoleh informasi sebagai bagian hak
asasi manusia karena merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik. Pada dimensi prinsip transparansi, keterbukaan informasi publik
berangkat dari prinsip bahwa “informasi yang dikelola oleh Badan Publik
merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa
informasi tersebut akan mendorong transparansi dan akuntabilitas Badan Publik
yang mengelola informasi”. Menjamin keterbukaan informasi publik dalam
sebuah Undang-undang berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka
dan akuntabel (demokratis).

elayanan publik pada bidang kesehatan oleh RSUD di Provinsi

Kalimantan Selatan, dewasa ini masih banyak memilik kelemahan sehingga
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belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai
dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan. Pada
tataran implementasi prinsip transparansi, banyak ditemui keluhan berupa tidak
tersedianya produk layanan, tidak ada tarif yang jelas, tidak terdapat informasi
jumlah kamar inap yang tersedia, akibat marak terjadi “jual beli"'ruang inap pasien
oleh oknum petugas. Disamping itu, tidak terdapat informasi layanan visi, misi,
motto layanan, maklumat layanan, dan tidak dipublikasikannya kode etik pegawai
rumah sakit (Ombudsman Rl Perwakilan Kalimantan Selatan, 2015).

Ditinjau dari perspektif kendala penerapan prinsip transparansi
sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa ketidakberhasilan
penerapan prinsip transparansi didasarkan pada berbagai macam persoalan
yang dibedakan menjadi or internal dan eksternal. Faktor internal merupakan
faktor kendala yang di sebabkan oleh keterbatasan secara langsung dari pihak
penyelenggara pelayanan kesehatan publik dimana dalam hal ini meliputi
persoalan integritas moral, minimnya pemahaman dan penguasaan terhadap
teknologi, persoalan koordinasi antar unit pelaksana dan etika pelayanan publik,
dan persoalan perangkat kebijakan dan pengawasan. Sedangkan faktor
eksternal yang dimaksud adalah faktor kendala yang disebabkan oleh unsur-
unsur masyarakat, dalam hal ini meliputi sikap dan perilaku masyarakat, serta
persepsi dan pemahaman publik.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah
daerah untuk memberikan pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk
mendapatkan informasi dalam pelayanan publik pada bidang kesehatan oleh
RSUD di provinsi Kalimantan selatan masih belum terealisasi dengan baik.

Padahal hak untuk memperoleh informasi dalam pelayanan publik pada bidang
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kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari

kehidupan berbangsa dan bemegara yang demokratis.

Hak atas informasi di bidang kesehatan merupakan hal yang sangat
penting sehingga dijamin secara rinci di am Undang-undang No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa
setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang
kesehatan yang seimbang dan bertanggung-jawab (Pasal 7).

Selain mengatur tentang hak atas informasi, dang-undang No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur kewajiban untuk memberikan
informasi. Secara khusus undang-undang ini memandatkan Pemerintah untuk
nanggung jawab atas ketersediaan terhadap akses informasi, edukasi, dan
fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya (Pasal 17) dan memberikan kemudahan
kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi kesehatan dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Pasal 169).

erdasarkan hal tersebut di atas tentunya perlu dikembangkan suatu
model strategi yang ideal. Harapannya adalah model strategi ideal tersebut
mampu engatasi kendala pelaksanaan prinsip transparansi pada pelayanan
kesehatan RSUD di kalimantan selatan. Dalam penelitian ini model strategi ideal
tersebut adalah model strategi ng berorientasi pada keterbukaan informasi dan
komunikasi publik.

Spirit yang mendasari dari model strategi ini adalah mengacu pada
kebijakan hukum negara di bidang pelayanan publik sebagaimana dituangkan

dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-

1
undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permenpan-
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RB No. 11 Tahun 2015 Tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019, Perpres
No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Konkretisasi dari model strategi yang berorientasi pada keterbukaan
informasi dan komunikasi publik yang dimaksud meliputi: 1) Membuat kebijakan
yang mendukung model strategi yang berorientasi pada keterbukaan informasi
dan komunikasi publik. Substasi kebijakan yang dimaksud secara umum memuat
suatu aturan mekanisme ng jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk
informasi yang dapat diakes oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat
rahasia. Disamping hal tersebut juga meliputi mekanisme cara untuk
ndapatkan informasi, durasi waktu untuk mendapatkan informasi, dan
Prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik. 2)
engembangkan serta membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk
mengelola informasi publik secara efektif dan efisien dengan memiliki Pejabat
yang secara khusus bertanggung-jawab atas system dokumentasi informasi
publik (PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan petugas
layanan informasi (Meja Informasi). 3) Memiliki sistem dokumentasi informasi
publik yang mutakhir dan ter-update secara baik. 4) Memelihara indeks informasi
yang dimiliki (Daftar Informasi Publik). 5)blikasi semua proses perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan anggaran alui media cetak dan media
elektronik maupun melalui website yang dimiliki oleh RSUD.

Hasil studi banding yang dilakukan Tim Peneliti ke RSUD dr. Soetomo
Surabaya dapat dilihat bahwa system kelola yang baik dari aspek transparansi
sebagaimana amanat dang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik, Permenpan-RB No. 11 Tahun 2015 Tentang Road Reformasi Birokrasi
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2015-2019, Perpres No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

RSUD dr. Soetomo Surabaya mengembangkan serta membangun sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan
efisien dengan memiliki Pejabat yang secara khusus bertanggung-jawab atas
system dokumentasi informasi publik yang dituangkan dalam SK Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo No. 188.4/6891/301/2013 tentang Struktur

Organisasi Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) Humah Sakit Umum Daerah
Dr. Soetomo Surabaya. Dalam SK tersebut juga mengatur mengenai mekanisme
permohonan informasi publik, klasifikasi informasi publik, dan pengajuan

keberatan informasi publik.
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FUMAM SAKIT UMM DARRAW

v QOET

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO. DOKUMEN NO. REVISI HALAMAN

30111/ BO4.2THANS 00 1/4

TANGGAL TERBIT : Ditetapkan
Direktur
28 Januarl 2013

NIP. 195508 1013

PENGERTIAN

Informasi adalah keterangan, perrlymn.'auuam, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
slektronik ataupun nonelekironik.

Informas! Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
mwnmmmuwmwmmﬂm
lain yang berkaitan dengan kepentingan pubiik.

TUJUAN

Tujuan :
1. Terciptanya komunikssi dua arsh entara rumah sakit
dengan masyarakat
2. Terpenuhinya kebutuhan informasi mengenal RSUD Dr.
Soetomo di masyarakat

KEBIJAKAN

1, Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.Soetomo  nomor:
188.4/10/304/SK/2008, uwammm:mn
Pokok dan Fungsi Instalasi di Lingkungan RSUD Dr.Soetomo.

——

102

Gambar 11. Permohonan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Soetomo Surabaya
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RUMAR SAKTT INUM DAFRAH
~ MDD

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMAS| PUBLIK

NO. DOKUMEN NO. REVISI

30111/ BOA.2THARS 0o 2/4

KEBLJAKAN 2. Peraturan Direktur RSUD Dr. Soetomo No. 188.4/ 10648/ 301/
2012 tanggal 26 November 2012, ftentang @ Kabijakan
Pelayanan di RSUD Dr. Scetomo Surabaya.
3. Peraturan Direlictur RSUD Dr. Soetomo No.
188.4/1132/301/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang :
F Promosi Rumah Sakit dan
Hubungan Masyarakat (PKRS & Humas).
PROSEDUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi
mengisi formulir dengan
foto copy KTP pamohon dan pengguna informasi, bagi

P foto copy akta pendirian,
mmmmmuimwmmum

t,  surat domisili  lembaga
publik/ormas.
nmunumnm‘mmm
penggunaannnya

¢ Pelugas membarl tanda bukt penerimaan
mmlmmmmm

public.

d. Petugas P p h publik
mmmmwmmmﬂmum
telah gani cleh p i publik.

e Wmmmﬂmmlnﬂm

mmmmwmmn
menyampaikan  alasan sesual dengan keterangan
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PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

= | NO. DOKUMEN NO. REVISI HALAMAN
Py 3011/ B04.27HAIE 00 57
-1
RUMAH SAKIT LMLM DAFRAH
Dr. SOETOMO
perundangan yang berlaku.

PROSEDUR

&

Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi
Publik kepada pangguna informasi publik.
Membukukan dan mencatat

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesalan untuk memenuhi parmintaan pemohon
informasi publik diakukan setelah pemohon informasi
i yang telah dit

. Wakiu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10

(sepuluh ) hari kerja sejak diterima permintaan Pejabat
Peng dan Dok i ( PPID) akan
menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi
yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak.
Dan PPID dapat memperpanjang wakiu paling lambat 7 (
tujuh) hari kerja.

y P peny publik
kepada pemohon informasi publik dilakukan secara
langsung, dengan menandatangani berita acara
penerimaan informasi publik.

. Jika permohonen informasi diterima, maka dalam surat

p wan juga kan materi inf i yang
diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy
atau data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperuan
penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban
pemahon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka
dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan
berdasarkan Undang- Undang KIP.

111




(4)

L PROSEDUR PERMOHONAN INFORMAS! PUBLIK
NO. DOKUMEN | NO. REVISI HALAMAN
wiIBLTHAS | o 4/4

I

| |

| Biavarari =

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan
informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan
untuk penggandaan, pemchon/pengguna informasi publik dapat

PROSROUR I g an penggandaar Py sendin di sekitar gedung
badan publik(PPID) setempat atau blaya penggandaan
[ ditanggung oleh pemaohon informasi. |
UNIT TERKAIT | - PPIDRSUD Dr. Sostomo ]
= Seluruh Unit Kerja di RSUD Dr. Soetomo
- s j
DOKUMEN TERKAIT Panduan Komunikasi Efektif
1
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NO. DOKUMEN

ALUR KLASIFIKASI DAN PENGECUALIAN INFORMAS|

RSUD Dr. SOETOMO
NO.REVIS| |  HALAMAN

00 1/2

L

5PO

| PENGERTIAN Alur dan

TANGGAL TERBIT : DITETAPKAN OLEH
DIREKTUI

131083031013 f

i ian infi i adalah tata cara serta [

sakit

| pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan
RSUD Dr. Soetomo yang dimaksudkan sebagai acuan bagi
setiap Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
| dalam melakukan kiasifikasi dan pengecualian informasi rumah

TUJUAN PPID RSUD Dr. S
mendokumentasikan

berkualitas.

mampu , mengump

dan menyampaikan sarta

mengklasifikasikan bahan informasi tentang kegialan dan unit
pelayanan kerja secara cepat, tepat wakiu, akurat dan tidak
| menyesatkan guna menghasilkan layanan informasi publik yang

KEBIJAKAN 1. Peraturan Diréktur RSUD Dr. Scetomo No. 188.4/ 10848/ 301/
2012 tanggal 26 MNovember 2012, tentang Kebijekan
Pelayanan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo No. 188.4/ 8485/ 301/

| 2011 tanggal 11 Agustus 2011, tentang Struktur Organisasi
dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) SKPD RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

PROSEDUR 1. Pelugas PPID melakukan penyusunan rencana dan program |
pengelolaan dala dan informasi

Gambar 12. Klasifikasi Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Soetomo Surabaya

113




(2)

| PROSEDUR

UNIT TERKAIT

ALUR KLASIFIKASI DAN PENGECUALIAN INFORMASI
[ RSUD Dr. SOETOMO |

NO. DOKUMEN

— |
: NO. REVISI HALAMAN l

a0\ /804,27 /14 2.4 00 2/2
—— |
|2. Petugas PPID yampa i data

secara berkala dari Bagian/ Bidang/ Instalasi/ SMF yang
berkaitan dengan data yang dipublikasikan dari RSUD Dr
Soetomo |

|3. Petugas Bagian/ Bidang/ Instalasii SMF menyiapkan data |
yang diminta oleh petugas PPID |

4. Petugas Bagian/ Bidang/ Instalasi/ SMF meminta otorisasi dari
Kepala Bagian/ Bidang/ Instalasi/ SMF atas permintaan data
dan informasi dari petugas PPID

5. Petugas Bagian/ Bidang/ Instalasi’ SMF menyerahkan dala |

yang diminta kepada petugas PPID untuk diarsip, dan
tanda bukti p L 1

6. Petugas PPID memproses dan melakukan klasifikasi data dan
i serta 1, dan
dokumen informasi publik.

| 1. Seluruh Bagian/ Bidang/ Instalasi SMF/ Unit di lingkungan
RSUD Dr. Scetomo

2. PPID RSUD Dr. Soetomo

114




1)

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

f“' RSUD Dr. SOETOMO
/. NO. DOKUMEN NO. REVISI HALAMAN
= /[

[ 113

—_— —_— —— —

DITETAPKAN OLEH
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4 Aot
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PENGERTIAN Pengajuan HKeberatan Informasi adalah proses pengajuan

atas keti layanan || i yang
oleh RSUD Dr. Soetomo.

TUJUAN PPID RSUD Dr mampu
informasi secara cepal, lepal, dan akurat sabagai amanat
undang-undang tentang keterbukaan informasi sacara efektif
sehingga hak-hak publik yang berkaitan dengan panyediaan
dapat

KEBIJAKAN 1. Peraturan Direktur RSUD Dr. Soetomo No. 188.4/ 10648/ 301/
2012 tanggal 26 November 2012, tentang Kebijakan
Pelayanan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya
2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo No. 188.4/ 6897/ 301/
2013 tanggal 1 Agustus 2013, tentang Struktur Crganisasi
dan Uraian Tugas Pejabat Pengelcla Informasi dan
Dokumentasi (PPID) SKPD RSUD Dr. Soetomo Surabaya

|PROSEDUR [ | permy keb ' secara
tertulis kepada Ketua PPID RSUD Dr. Soetomo paling

lambat 30 (tiga puluh) har kera setelah diternukanmnya
| alasan-alasan sebagai berkut :
| a. Penclakan atas pemmintaan informasi berdasarkan
alasan pengecualian

Gambar 13. Pengajuan Keberatan Informasi Publik Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Soetomo Surabaya
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PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI
RSUD Dr. SOETOMO

NO.DOKUMEN | NO.REVISI HALAMAN

(] 2/3

o

. Tidak disediakannya informasi barkala

2]

Tidak ditanggapinya permintaan informasi |

Permintaan informasi tidak ditanggapi sobugairmnai
yang diminta |

a

Tidak dipenuhinya permintaan informasi
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
@- Masalah yang timbul di kemudian hari yang tidak dapat |

disebutkan di atas

2. Pemohon keberatan mengajukan sural keberatan di meja

layanan informasi PPID secara lisan dan tertulis yang

ditujukan kepada Ketua PPID

Pemohon informasi wajib mengisi Register Keberatan

Petugas FPID mencatat surat keberatan tersebut dalam

buku daftar dengan il

Ketua PPID mengadakan rapat koordinasi dengan

melibatkan unit instalasi dan bagian pelayanan terkait |

- "

6. Petugas menyerahkan daftar keberatan kepada Ketua
PPID untuk segera diambil kebijakan, apakah informasi
dapat dberikan atau letap dikecualikan dengan
mempertimbangkan saran dari Kepala Unit! Instalasi dan
Kepala Bagian

7. Ketua PPID meminta persetujuan Atasan PPID atas

kebijakan yang diamiil

Atasan PPID memerintahkan Ketua PPID untuk

s ow

(1]
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PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

RSUD Dr. SOETOMO

- . :
NO. DOKUMEN | NO.REVISI | HALAMAN

| 00 | a/3

T memberikan Lar‘rgg-a;:v;ilg;l;lis aﬁs keberala; \;5;

PROSEDUR diajukan pemohon

9. Hasil tanggapan atas keberatan pemohon
didokumentasikan dengan baik oleh petugas PPID.

UNIT TERKAIT 1. Seluruh Bagian/ Bidang/ Instalasi/ SMF/ Unit di lingkungan
RSUD Dr. Scetomo

|2 PPID RSUD Dr. Soetomo
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Berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan Tim Peneliti ke RSUD dr.
Soetomo Surabaya tersebut sebagai masukan dalam membuat konstruksi model
strategi untuk mengatasi kendala penerapan prinsip transparansi, akan dapat
berhasil Ialui kemudahan dan kebebasan publik untuk memperoleh informasi
dari Rumah Sakit yang didukung:

1) Integritas moral

Integritas moral pelaksana pelayanan publik merupakan cerminan kualitas
sumber daya manusia yang dimiliki oleh SKPD pelaksana pelayanan publik
dimana setiap pelaksana yang memiliki keteguhan, kejujuran dan konsistensi
kepada sesuatu kebenaran akan selalu berpegang teguh pada aturan dan
tanggung jawab profesional yang diberikan. Integritas moral yang baik harus
dimiliki dan tertanam pada jiwa semua sumber daya mulai dari pimpinan tertinggi
sampai ke operator pelaksana.

2) Pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi

Pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi saat ini menjadi suatu
kompetensi dasar yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang terutama bagi
para petugas pelayanan publik yang rhubungan baik secara langsung maupun
tidak langsung dalam mendistribusikan berbagai informasi kepada masyarakat.
3) Koordinasi antar unit pelaksana

Untuk mewujudkan suatu sistem birokrasi yang baik perlu adanya suatu
koordinasi efektif tiap unit pelaksana baik secara internal maupun eksternal antar
sektor. Pemahaman yang baik atas suatu tugas pokok dan fungsi, dokumen
negara, sistem anggaran serta distribusi anggaran merupakan salah satu modal

dalam menciptakan harmonisasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tiap

unit pelaksana.
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4) Etika pelayanan publik

Untuk memberikan pelayanan publik harus didasarkan pada standar
pelayanan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat seperti penampilan fisik
fasilitas unit pelayanan, sikap ramah dan keterjaminan bagi masyarakat, serta
ketepatan dalam memberikan pelayanan. Ketiga aspek ini dapat menciptakan
presepsi transparansi bagi publik dalam memperoleh pelayanan publik dari
rumah sakit. Dalam pemenuhan dan pencapaian etika pelayanan publik sangat
bergantung pada rasio antara fasilitas pelayanan publik dengan jumlah
masyarakat terlayani, selain itu tipe dari rumah sakit juga mempengaruhi
kelengkapan pelayanan yang disediakan. Oleh karena itu pemenuhan standar
baik dari sisi SDM maupun fasilitas harus terus ditingkatkan dan disesuaikan
berdasarkan tren pengunjung dari masyarakat yang memanfaatkan fasilitas
pelayanan rumah sakit. Tipe rumah sakit juga akan mempengaruhi ketersediaan
dengan kualitas dan kuantitas fasilitas rumah sakit, oleh karena itu standar
pelayanan rumah sakit milik provinsi tentunya akan lebih baik dibanding dengan
standar pelayanan rumah sakit yang ada di kabupaten/kota. Namun demikian,
standar pelayanan kesehatan dasar wajib dimiliki oleh rumah sakit dengan tipe
apapun. Kelengkapan fasilitas hingga sikap ramah yang dimiliki suatu rumah
sakit akan membentuk penilaian awal masyarakat akan keterjaminan pelayanan
maksimal yang akan didapatkan

Bagi publik, transparansi bukan lagi merupakan kebutuhan tetapi hak
yang harus diberikan Rumah Sakit. Penerapan prinsip transparansi dalam
pelayanan publik di bidang kesehatan ngal diperlukan untuk membangun
kepercayaan publik kepada rumah sakit yang merupakan salah satu actor

fundamental dalam system pelayanan kesehatan sebagai bagian dari system

pelayanan publik di Indonesia.
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4.3.2.2 Strategi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip-
prinsip Partisipasi, Pada Pelayanan Kesehatan RSUD Di
Kalimantan Selatan

Pengalaman menunjukkan bahwa cukup banyak aparatur negara atau

pegawai negeri yang tidak mampu menjelaskan, tidak memahami dan tidak
menyadari mengapa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dan
kewajiban mereka sebagai aparatur pemerintah. Bahkan sering ditemukan
seorang aparatur negara atau pegawai negeri yang bekerja di unit pelayanan
yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya tidak
memahami hal ini. Di sisi lain, cukup banyak anggota masyarakat yang tidak
mengetahui dan tidak memahami bahwa pelayanan publik adalah hak mereka.
Situasi inilah yang mengakibatkan mengapa sering terdengar pernyataan
ketidakpuasan dalam pelayanan publik bahkan ada kesan yang menyatakan
bahwa aparatur pemerintah yang justru minta dilayani oleh masyarakat.

tinjau dari perspektif pelayanan publik, partisipasi masyarakat
merupakan aspek strategis di dalam pengambilan keputusan publik, karena
partisipasi masyarakat merupakan alat kontrol kebijakan-kebijakan
pemerintahan. urmalina dan Saifullah (2008: 34-35) berpendapat bahwa
“Partisipasi merupakan salah satu ciri warga negara yang baik, dan tidak ada
alasan bagi seorang warga negara untuk tidak berpartisipasi karena partisipasi
merupakan suatu keharusan bagi warga negara sebagai pemilik kedaulatan”.
Masyarakat dapat ikut terlibat di dalam memberikan aspirasinya kepada
pemerintah melalui peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan,
misalnya saja dengan menyampaikan keluhannya atau pengaduannya terhadap
pelayanan-pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah. Pengaduan kepada

Pemerintah mengenai pelayanan publik yang telah disediakan bagi masyarakat
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merupakan cara berpartisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan yang
dirasakan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik harusnya menjadi upaya
mempertemukan harapan para pengguna pelayanan dengan kemampuan dan
kebutuhan pengembangan kapasitas individu dan organisasi penyedia
pelayanan. Kunci keberhasilan adalah partisipasi masyarakat pengguna
pelayanan dalam menentukan ragam, kualitas dan aspek penting lainnya dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan. Jurang pemisah antara kebutuhan para
pengguna pelayanan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas penyedia
pelayanan harus dijembatani dengan komunikasi yang efektif (Ombudsman Rl
Perwakilan Kalimantan Selatan, 2016).

eningkalan pelayanan publik di unit-unit layanan merupakan mandat
bagi pemerintah daerah yang diamanatkan dalam berbagai perundang-
undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegarabNomor
63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. Di bidang kesehatan, penyediaan pelayanan publik yang memadai
merupakan bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam merencanakan,
mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan
pelayanan kesehatan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam semua peraturan perundang-
undangan tersebut di atas, peran serta masyarakat dalam memastikan
pelayanan publik diselenggarakan dengan baik, juga diatur dengan tegas.
Sehingga jelaslah di sini bahwa kedua sisi, baik penyedia maupun pengguna
layanan, sama-sama memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

121




Peningkatan kualitas pelayanan publik akan sulit diwujudkan bila

partisipasi masyarakat pengguna pelayanan masih rendah. Aspek partisipasi
masyarakat pengguna pelayanan yang terpenting adalah aspirasi mereka atas
ragam, kualitas dan biaya penyelanggaraan pelayanan. Jika tidak demikian,
sangat mungkin penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik akan
menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan yang menghasilkan sesuatu
yang justru tidak dibutuhkan dan atau tidak diinginkan oleh para pengguna
pelayanan.

Prinsip partisipasi masyarakat ~menuntut masyarakat  harus
diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam
proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan
pengawasan atau kebijakan publik. Ditinjau dari perspektif Undang-undang No.
36 tahun 2009 ntang Kesehatan, ada dua Bab yang mengatur tentang
partisipasi masyarakat yaitu Bab XVI tentang Peran Serta Masyarakat (pasal
174) dan Bab XVII tentang Badan Pertimbangan Kesehatan (pasal 175-177).
Pasal 174 secara eksplisit menyatakan bahwa: (1) Masyarakat berperan serta,
baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan
tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat
pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan (2) Peran
serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif
dan kreatif.

Sementara dalam 3 Pasal berikutnya tentang Badan Pertimbangan
Kesehatan (BPK), disebutkan bahwa BPK merupakan badan independen, yang
memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan (Pasal 175). Pasal ini

secara implisit merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi
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dalam memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang program-program
kesehatan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

Kebijakan lain yang menjamin keterlibatan publik dalam perbaikan
pelayanan adalah Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
khususnya dalam Pasal 19 poin ¢ yang menyatakan bahwa masyarakat
berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai salah satu layanan publik
yang utama, pelayanan kesehatan sangat penting membuka ruang partisipasi
publik dalam pelaksanaannya, untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

otre( umum permasalahan tata kelola pelayanan publik di bidang
kesehatan di Indonesia khususnya di kabupaten/kota, adalah masih rendahnya
partisipasi masyarakat dalam mendukung perbaikan tata kelola pelayanan
kesehatan, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan kepada
pengguna layanan (Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, 2015).

Mengacu pada fakta impelementasi prinsip partisipasi penyelenggaraan
pelayanan publik bidang kesehatan oleh RSUD di Kalimantan Selatan
menunjukkan ahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan dimana juga berdampak
pada kualitas pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas tentunya perlu dikembangkan suatu
model strategi yang ideal. Harapannya adalah model strategi ideal tersebut
mampu mengatasi kendala pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat pada
pelayanan kesehatan RSUD di kalimantan selatan. Dalam penelitian ini model
strategi ideal tersebut adalah Model Strategi Berbasis Citizen’s Charter.

Spirit yang mendasari dari model strategi ini adalah mengacu pada

kebijakan hukum negara di bidang pelayanan publik sebagaimana dituangkan
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dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-
undang No. 14 Tahun 008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permenpan-
RB No. 11 Tahun 2015 Tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019, Perpres
No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Citizen’s charter ini pada dasarnya merupakan kontrak sosial antara
birokrasi dan pelanggan untuk njamin mutu pelayanan publik yang baik.
Melalui Citizen’s charter, birokrasi juga harus menetapkan sistem untuk
menangani keluhan pelanggan dengan tujuan memperbaiki kinerjanya secara
terus-menerus.

Manajemen pelayanan publik yang konvensional yang memberi peran
dominan pada pemerintah dalam keseluruhan proses pelayanan publik terbukti
gagal memperbaiki kinerja pelayanan publik. Manajemen seperti ini berasumsi
bahwa pemerintah atau pejabat birokrasi adalah pihak yang paling tahu
mengenai kebutuhan masyarakat, memiliki kapasitas untuk
menyelenggarakannya, dan paling berkuasa menentukan pengaturan mengenai
hubungan antara warga pengguna dan rezim penyelenggara pelayanan.
Sementara warga pengguna dilihat sebagai orang yang bodoh dan tidak tahu
apa yang diperlukan, tidak berpengalaman dan tidak memiliki kemampuan
untuk terlibat proses penyelenggaraan, dan tidak memiliki hak untuk ikut
menentukan bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan seharusnya
dilakukan.

Sering kali muncul keraguan di kalangan para pejabat birokrasi pelayanan
mengenai perlu-tidaknya keterlibatan warga dalam pelayanan. Asumsi bahwa
warga tidak mengerti kebutuhannya harus segera ditinggalkan. Dalam

kenyataannya warga dan masyarakat adalah pihak yang paling tahu mengenai

apa yang mereka butuhkan. Sebagai pengguna pelayanan mereka bukan hanya
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mengerti apa yang mereka butuhkan. Sebagai pengguna pelayanan mereka
bukan hanya mengerti apa yang dibutuhkan tetapi juga bagaimana kualitasnya.
Oleh karena warga harus diberi ruang untuk ikut terlibat bukan hanya dalam
proses kreasi tetapi juga dalam menentukan kualitas yang diinginkannya.

Apa pelayanan yang akan diselenggarakan dan bagaimana kualitasnya
bukan menjadi monopoli pemerintah dan para pejabatnya untuk menentukan
tetapi juga menjadi hak warga untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan
keputusan. Warga perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam ikut
menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang akan diselenggarakan oleh
pemerintah karena merekalah yang akan menggunakannya. Hanya dengan
melibatkan mereka maka pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah akan menjadi responsif.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah warga hanya dilibatkan dalam
proses kreasi atau perlu juga dilibatkan dalam implementasi. Melibatkan warga
dalam proses implementasi atau penyelenggaraan pelayanan hanya akan dapat
dilakukan kalau kita mampu merubah pemahaman kita mengenai peran warga
apakah mereka itu adalah klien atau konsumen yang pasif atau mereka juga bias
berperan sebagai produsen atau setidak-tidaknya memiliki potensi untuk
dilibatkan sebagai bagian dari faktor penyelenggara pelayanan.

Kalau pemerintah bisa merubah mindset-nya dan menempatkan warga
sebagai produsen yang potensial dan dapat diajak berbagi peran dalam proses
penyelenggaraan pelayanan publik maka kemitraan dengan warga atau
kelompok warga seperti masyarakat sipil dapat dilakukan. Kalau kemitraan
seperti ini bias dilakukan maka bukan hanya responsivitas dan akuntabilitas
pelayanan menjadi semakin baik tetapi juga akan meningkatkan cakupan

pelayanan. Kemitraan semacam ini sangat mungkin akan mendorong warga
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untuk mau mengeluarkan resources yang ada pada mereka untuk
penyelenggaraan pelayanan.

endekatan baru untuk melibatkan warga dan stakeholders dalam
penyelenggaraan pelayanan publik adalah apa yang disebut dengan Maklumat
Pelayanan (Citizen charter) dan Standar Pelayanan. Dalam pendekatan ini warga
dan stakeholders bersama-sama dengan penyelenggara pelayanan menyepakati
keseluruhan aspek pelayanan publik yang penting seperti : prosedur, biaya,
wakiu pelayanan, dan indikator kualitas pelayanan. Prosedur pelayanan yang
selama ini menjadi otoritas pemerintah sepenuhnya diubah menjadi sebagai
sesuatu yang dapat didiskusikan bersama antara penyelenggara dan warga
sebagai pengguna.

Melalui model strategi berbasis Citizen's Charter ini warga dapat
mengetahui apakah hak- haknya sebagai warga negara dalam penyelenggaraan
pelayanan dipenuhi oleh para penyelenggara pelayanan. Dengan demikian,
keberadaan maklumat pelayanan sangat penting sebagai salah satu cara untuk
mempercepat reformasi pelayanan publik.

Untuk memfasilitasi pengembangan maklumat pelayanan da beberapa
hal perlu dilakukan. Pertama, Pembentukan ruang-ruang partisipasi dan
konsultasi publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adanya
wadah bagi warga pengguna akan sangat penting dalam memberdayakan warga
sehingga mereka menjadi lebih terorganisir dan memiliki mampuan
berpartisipasi secara lebih efektif. Kelompok pengguna dapat juga berperan
sebagai representasi dari warga ketika berdialog dan negosiasi dengan birokrasi

pelayanan ketika memperjuangkan kepentingan warga dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.
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Kedua, merubah mindset dan visi dari para pejabat birokrasi bahwa
warga pengguna memiliki hak-hak politik yang harus dipenuhi terutama dalam
penyelenggaraan pelayanan. Mereka bukan klien yang dapat diperlakukan
seenaknya. Perubahan mindset sangat penting karena tanpa perubahan mindset
maka amat sulit membayangkan adanya perbaikan kualitas pelayanan. Ketiga,
pelayanan publik harus ditempatkan sebagai masalah bersama dan menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga. Pelayanan publik bukan
milik dan tugas pemerintah semata tetapi tugas semua warga negara untuk ikut
memikirkan dan menyelenggarakan pelayanan. Keempat, Penguatan kebijakan
untuk mendorong pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat.

Keberhasilan model strategi berbasis Citizen’s Charter tersebut tentu
harus didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Keterbukaan dan kesediaan pemerintah kabupaten/kota dalam melibatkan
masyarakat dalam proses perbaikan pelayanan publik. Agenda reformasi tata
pemerintahan dan birokrasi yang telah memungkinkan terbuka adannya
kesempatan secara luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan secara bebas dan terencana. Misalnya, dengan adanya
Musrenbang dari tingkat desa, telah memberikan embelajaran dan
membuka kesempatan untuk masyarakat berpartisipasi dalam proses
pembangunan. Proses partisipasi ini menjadi pembelajaran bersama baik
bagi supply side maupun demand side.

b. Adanya orang-orang kunci dari tokoh masyarakat yang sudah memiliki
kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mereka terlibat dalam
perbaikan pelayanan. Mereka inilah yang menjadi motor penggerak

masyarakat lainnya untuk terlibat.
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c. Pendidikan publik melalui media massa dan pendidikan kritis di tingkat basis.
Banyaknya pengetahuan dan informasi yang mereka terima dari media
massa, proses pendidikan publik yang diselenggarakan oleh banyak
organisasi di tingkat basis, dan juga intervensi program- program pemerintah
yang mewajibkan keterlibatan masyarakat secara massif telah berkontribusi

dalam hal ini.

~@

Tersedianya berbagai kebijakan perundang-undangan mulai dari tingkat
nasional seperti misalnya UU Pelayanan Publik, PermenPAN tentang
Peningkatan Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. eberadaan
kebijakan ini sangat memperkuat proses partisipasi masyarakat dalam

pemerintahan termasuk dalam memberikan masukan untuk perbaikan

pelayanan

4.3.2.3 Strategi dalam Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Prinsip-
prinsip Daya Tanggap pada Pelayanan Kesehatan RSUD Di
Kalimantan Selatan

Selama ini protes, keluhan dan respon publik belum mendapat perhatian
serius dari penyelenggara pelayanan publik. Belum ada mekanisme atau saluran
yang mudah dan efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atas
pelayanan publik yang diterimanya. Mekanisme saluran protes yang tepat dan
transparan dalam pengelolaan respons publik tersebut akan dapat
mempengaruhi pembuatan keputusan dalam pelayanan publik. Hal ini jelas
berbeda dengan pelayanan pada sektor swasta, yang beberapa diantaranya
sudah mengembangkan mekanisme komplain untuk merespons keluhan maupun
pengaduan dari masyarakat (Ombudsman Rl Perwakilan Kalimantan Selatan,
2016).

Masyarakat yang tidak puas atas pelayanan publik yang diterimanya

tetapi tidak berdaya untuk mencari alternatif pelayanan publik yang lain biasanya
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akan diam saja atau akan melakukan pengajuan keluhan. Pengajuan keluhan itu
sering diwujudkan dalam bentuk protes sporadik, misalnya demonstrasi
menggugat institusi pelayanan publik, melalui surat pembaca media massa, dan
protes publik dalam berbagai event. Pengajuan keluhan dengan cara seperti ini
kadang-kadang mampu memperkuat posisi masyarakat dalam negosiasi dengan
institusi penyelenggara pelayanan publik. Kadang-kadang berhasil dicapai
kesepakatan-kesepakatan positif untuk perbaikan sistem pelayanan publik.
Tetapi lebih sering negosiasi itu hasilnya nihil.

daklah mengherankan respons terhadap keluhan publik rendah.
Akibatnya adalah tak ada mekanisme yang mengatur cara masyarakat untuk
mengajukan keluhan dan tak ada sistem untuk menangani keluhan yang datang
tersebut. Ketiadaan mekanisme inilah yang menjadi faktor penghambat utama
bagi masyarakat untuk mengajukan komplain.

Mekanisme pengelolaan keluhan adalah suatu bagian dari system
pelayanan publik untuk memfasilitasi, mengakomodasi dan mengelola keluhan
masyarakat atas pelayanan publik yang diterimanya. Mekanisme complain
merupakan suatu sistem, lebih dari sekedar saluran atau prosedur pengajuan,
perangkat organisasi, mekanisme transparansi pengelolaan komplain, media
partisipasi konsumen dan perangkat pemberdayaan masyarakat.

asyarakat pelayanan publik, khususnya dari keluarga miskin,
mengalami banyak kesulitan dalam mengadukan permasalahannya. Karena itu
angka pengaduan masyarakat di berbagai instansi pelayanan publik rendah.
Rendahnya angka pengaduan ini sebenarnya tidak menggambarkan kepuasan
masyarakat atas pelayanan publik. Tetapi hal itu terjadi justru karena banyak
konsumen yang merasa tidak yakin dengan hasil yang akan diperoleh dengan

melakukan pengaduan. Banyak juga konsumen (masyarakat), khususnya dari
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kalangan tidak mampu, yang merasa sulit memperolen akses untuk
mengadukan ketidakpuasannya atas pelayanan publik yang diterimanya. Mereka
mengalami kesulitan untuk mengetahui sistem pengaduan yang sebenarnya
berlaku, untuk menyampaikan pengaduan kepada pihak yang memiliki
wewenang penyelesaianmasalah, dan untuk memantau pengaduan yang mereka
lakukan.

Mekanisme komplain atas pelayanan publik dapat dilakukan oleh institusi
penyelenggara pelayanan publik tersebut dengan menyediakan mekanisme
komplain sebagai kelengkapan dari sistem pelayanan publik yang
diselenggarakannya. Mekanisme komplain ini dapat melakukan sinergitas
dengan berbagai lembaga pengaduan yang dilakukan oleh lembaga yang telah
ada, seperti NGO (non governmental organization), pers, lembaga penyiaran dan
sebagainya.

Selama ini penyelenggara pelayanan publik baru sekedar menyediakan
saluran pengajuan keluhan atau pengaduan. Keluhan atau pengaduan biasanya
ditangani oleh satu bagian kusus yang menangani pengaduan pada suatu
institusi. Bagian pengaduan ini bertugas menyampaikan pengaduan masyarakat
tersebut pada bagian fteknis lainnya untuk mendapatkan respons atau
penyelesaian. Sifat pengaduan yang diperkenankan biasanya adalah pengaduan
teknis seperti keluhan atas kualitas pelayanan publik yang diterimanya.

Penanganan keluhan yang tersedia umumnya masih belum mampu
mendukung terjadinya pengajuan keluhan yang efektif, mudah dan murah dari
konsumen pelayanan publik. Berdasarkan hasil telaah kuesioner, obseervasi,
dan wawancara enyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan oleh

rumah sakit di Kalimantan Selatan berdasarkan prinsip daya tanggap meliputi

komponen; (1) SOP pengaduan masyarakat; (2) sarana dan prasarana
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pengaduan masyarakat; (3) kemudahan/keterbukaan akses pengaduan; (4)
hubungan dengan media massa. Berdasarkan 4 (empat) komponen tersebut,
prinsip daya tanggap telah terlaksana hampir seluruh rumah sakit dari 14 (empat
belas) rumah sakit di Kalimantan Selatan. Meskipun demikian berdasarkan hasil
wawancara, sebenarnya hampir seluruh RSUD yang ada di Kalimantan Selatan
tidak memiliki SOP tertulis, tetapi mekanisme pengaduan dan tanggapan tetap
berjalan. Semua sampel RSUD belum memiliki SOP pengaduan dan unit khusus
yang menangani pengaduan. Tidak adanya SOP pengaduan atau unit khusus
yang menangani pengaduan berdampak pada tidak sistematisnya penyelesaian
masalah yang dapat menyebabkan pengaduan tidak dapat diselesaikan dengan
baik atau terlambatnya proses penyelesaian.

Pengaduan masyarakat sebagian besar ditangani langsung oleh bidang
pelayanan atau bidang terkait. Adapun bentuk penyelesaiannya sebagian besar
melalui jalan kekeluargaan dan diupayakan diselesaikan dalam waktu 1 x 24
jam. Hampir seluruh RSUD memiliki kotak saran, tetapi berdasarkan informasi
yang diperoleh kotak saran tersebut sangat jarang diisi oleh masyarakat karena
masyarakat lebih suka menyampaikan keluhannya secara langsung.

Pada RSUD Pembalah Batung Amuntai sudah terdapat bidang khusus
yang menangani terkait pengaduan masyarakat, yaitu bidang Informasi, Promosi
dan Layanan Pelanggan (IPLP). Pada bidang tersebut telah memiliki SOP
khusus terkait penanganan pengaduan masyarakat, yang mana pengaduan akan
ditindaklanjuti secara langsung oleh bidang IPLP termasuk telaah atau konfirmasi
mengenai kebenaran pengaduan.

Sama halnya dengan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi, pada
penerapan prinsip daya tanggap juga beberapa kendala yang dapat dibedakan

menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi
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kapasitas sumber daya manusia, unit pengaduan masyarakat, keberadaan unit
pengaduan masyarakat, tidak adanya petunjuk prosedur pengaduan, serta
keterbasan fasilitas dan anggaran. Sedangkan kendala eksternal sangat
dipengaruhi oleh tingkat kepuasan masyarakat. Masyarakat yang puas akan
suatu pelayanan cenderung untuk tidak melakukan pengaduan walupun dengan
adanya sedikit kekurangan yang diberikan.

Berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan Tim Peneliti ke RSUD dr.
Soetomo Surabaya terkait pelaksanaan prinsip daya tanggap, RSUD dr.
Soetomo memiliki prosedur komplain suai SK Direktur RSU. Dr Socetomo No.
188.4/4273/304/SK/2005 tanggal 2 Juni 2005, yakni sebagai berikut:

? Setiap pengaduan yang masuk ke RSUD Dr Soetomo diterima oleh petugas
melalui telpon No. 5501239, 5501259 dan 70813188 dan dicatat data
pengadu dan isi pengaduan (nama, alamat dan telepon)

2. Pengaduan dari masyarakat yang masuk akan dipilah, apabila pengaduan
dari masyarakat tersebut dapat dijawab maka petugas penerima akan
menjawab pengaduan masyarakat tersebut secara langsung. Dan apabila
pengaduan dari masyarakat tidak dapat dijawab langsung maka pengadu
(masyarakat) diminta menelepon ulang 10-60 menit kemudian.

3. Petugas akan mencari informasi langsung menghubungi sumber informasi
yang dikenal dan diketahui ( Dokter, paramedik, staff RSUD Dr Soetomo ).
Sehingga pengadu sewakitu menelepon ulang petugas sudah dapat
menjawab.

4. Dan apabila petugas tidak dapat mendapat sumber informasi maka petugas
akan berkonsultasi dengan koordinator pelayanan publik (Urip Murtejo,

dr,SpB, PGD, Pall Med ECU (telp : 0811346418 & 70181401) atau Sunarso

Suyoso, dr.,SpKK(K) ( telp : 8663074 & 0818309742)).
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10.

11.

Setelah dikonsultasikan dengan koordinator pelayanan publik dan dapat
menjawab langsung pengaduan dari masyarakat maka petugas dapat
menyampaikan kepada pengadu.

Dan apabila setelah dikonsultasikan dengan koordinator pelayanan publik
juga tidak dapat menjawab maka, pengadu diminta untuk menunggu selama
1 -3 x24 jam.

Selama menunggu 1 - 3 x 24 jam koordinator pelayanan publik akan
mencarikan sumber informasi utama / supervisor PKRS & Humas.

Setelah dari sumber informasi utama / supervisor PKRS & Humas atau
dilakukan rapat koordinasi dari banyak bidang, jawaban akan disampaikan
kembali ke koordinator pelayanan publik yang kemudian akan diinformasikan
kepada petugas penerima pengaduan untuk disampaikan kembali kepada
pengadu. Bagi pengaduan  yang lewat media cetak/kotak
surat/websitelemail/facebook akan dibuat surat jawaban tertulis ke media
yang bersangkutan. Untuk kelalaian tindakan medis akan ditangani oleh
Komite Medis sendiri.

Jawaban kepada pengadu [/ masyarakat harus disampaikan kembali
maksimum dalam 5 hari kerja. Jawaban yang tidak dapat diselesaikan dalam
waktu 5 hari kerja, baik pengaduan secara langsung, lewat telpon dan
melalui media cetak/kotak surat/website/femail/facebook, maka pengadu
dapat menindak lanjuti ke Komisi Pelayanan Publik.

Untuk pengaduan yang tidak dapat diselesaikan akan diberikan kompensasi
dengan perlakuan khusus sesuai kebijakan dari RSUD Dr.Soetomo /
Instalasi masing-masing.

Jawaban ditulis didalam form laporan yang sudah ditetapkan.
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12. Semua laporan dikirim ke PKRS tiap bulan, sebelum tanggal 5 bulan
berikutnya.

13. Semua pengaduan yang masuk Ke RSU Dr.Soetomo baik secara langsung,
lewat telpon maupun media masa beserta jawabannya akan dilaporkan ke
Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur sebelum tanggal 10 bulan
berikutnya.

14. Bila jawaban lebih dari 5 hari kerja, pengadu dapat mengajukan masalahnya

ke Komisi Pelayanan Publik
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Berdasarkan hasil penilittan dan hasil studi banding yang dilakukan Tim
Penelitt ke RSUD dr. Soetomo Surabaya tersebut di atas ntunya perlu
dikembangkan suatu model strategi yang ideal. Harapannya adalah model
strategi ideal tersebut mampu mengoptimalkan pelaksanaan prinsip daya
tanggap asyarakal pada pelayanan kesehatan RSUD di kalimantan selatan.
Dalam penelitian ini model strategi ideal tersebut adalah Model Strategi
Responsif Berbasis Teknologi Informasi.

Untuk memfasilitasi pengembangan model strategi responsif berbasis
teknologi informasi ini, ada beberapa hal perlu dilakukan yakni meliputi: 1)
Perumusan kebijakan tentang nanganan pengaduan pelayanan, 2) Melakukan
evaluasi pengelolaan pengaduan, 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
mekanisme pengaduan pelayanan publik, dan 3) Penguatan kebijakan luk
mendorong penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang
efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan agar model strategi responsif berbasis teknologi informasi sebagai
bentuk mekanisme complain apat menjadi solusi yang bermanfaat dalam
penyelesaian masalah pelayanan publik dibidang pelayanan kesehatan oleh
RSUD, yakni meliputi:

1) Komitmen kebijakan dan jaminan hukum
Komitmen kebijakan dan jaminan hukum dalam hal ini adalah untuk
mendorong aksesibilitas mekanisme pengaduan bagi masyarakat, terutama

masyarakat tidak mampu yang memang sering menerima kualitas pelayanan

yang buruk.
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2)

3)

Perilaku dan pola pikir masyarakat

Perilaku dan pola pikir masyarakat menjadi sangat penting dalam
mewujudkan keberhasilan prinsip daya tanggap oleh rumah sakit sebagai
penyedia pelayanan publik. Pola pikir masyarakat yang ideal adalah
melakukan kritik konstruktif dalam rangka meningkatkan kemajuan rumah
sakit daerah. Kendala yang terjadi adalah perilaku ceroboh masyarakat
dalam melakukan pengaduan dengan tujuan pembalasan atas
ketidakpuasan yang dialami seperti dengan cara memuat di media cetak
secara langsung tanpa adanya upaya pengaduan internal rumah sakit. Hal
ini dapat dibenarkan jika pelayanan yang diberikan secara sengaja dan
berkelanjutan menyimpang dari aturan dan ketentuan yang berlaku dengan
mengabaikan saran dan aduan masyarakat secara langsung.

Toleransi Publik

Beberapa informasi menjelaskan bahwa masyarakat kurang dapat
memahami kondisi riil rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan publik.
Toleransi publik dalam hal ini bersifat subjektif dimana presepsi masyarakat
satu akan berbeda dengan masyarakat lain terhadap suatu pelayanan yang
sama. Sebagai contoh : masyarakat A dapat memahami waktu tunggu yang
lama dalam pengambilan obat karena prosedur yang harus dilaksanakan,
namun masyarakat B menilai itu sebagai kekurangan pelayanan yang harus
diadukan. Hal ini tentu menjadi kendala pelaksanaan prinsip daya tanggap
karena kegagalan pemilahan isu dan problematika oleh masyarakat dalam
melaksanakan prosedur pengaduan.

Dengan adanya model strategi responsif berbasis teknologi informasi ini

sebagai bentuk mekanisme komplain yang progresif pada spelayanan publik,

respons keluhan bisa dikelola dengan baik dan ftransparan oleh institusi
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penyelenggara pelayanan publik (RSUD). Mekanisme komplain juga merupakan
sarana partisipasi publik, dimana masyarakat dapat terlibat dalam proses
pembuatan keputusan-keputusan, pengawasan, dan evaluasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dibidang kesehatan yang dilakukan oleh
RSUD di Provinsi Kalimantan Sekatan.

Dari dimensi masyarakat, model strategi responsif berbasis teknologi
informasi ini diperlukan terutama untuk mengakomodasikan kepentingan
konsumen pada wilayah pelayanan publik di bidang kesehatan. Sementara dari
dimensi penyelenggara pelayanan publik, model strategi responsif berbasis
teknologi informasi ini perlukan untuk perbaikan system pelayanan publik di
bidang kesehatan dan untuk meningkatkan legitimasi institusi penyelenggaraan
pelayanan publik di mata masyarakat. Perbaikan sistem dilakukan dengan
memanfaatkan respons yang diperoleh dan mengolahnya menjadi bahan
pengambilan keputusan. Sedangkan peningkatan legitimasi akan diperoleh
seiring dengan meningkatnya keterlibatan publik dalam penyelenggaraan

kebijakan publik di bidang kesehatan tersebut.
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5.1

o] o]

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi pada Dinas Pendidikan di
Kalimantan Selatan, yaitu 10 dinas pendidikan memiliki nilai di bawah
66,67% atau tidak terlaksana; sedangkan pelaksanaan prinsip daya
tanggap, yaitu 11 dinas pendidikan memiliki nilai di bawah 66,67% atau tidak
terlaksana.

Pelaksanaan prinsip transparansi pada RSUD di Kalimantan Selatan, yaitu
sebanyak 7 RSUD memiliki nilai di bawah 66,67% atau tidak terlaksana;
pelaksanaan prinsip partisipasi pada RSUD di Kalimantan Selatan, yaitu
sebanyak 11 RSUD belum melaksanakan prinsip transparansi dengan nilai
di bawah 66,67%; pelaksanaan prinsip daya tanggap, yaitu sebanyak 12
RSUD memiliki nilai di atas 66,67% atau terlaksana.

Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan
pendidikan di Dinas Pendidikan memiliki kendala-kendala utama yang
secara umum disebabkan oleh sikap kepemimpinan SKPD, sikap dan
kepribadian petugas, sistem manajemen keuangan, kepegawaian, informasi,
peralatan/fasilitas kerja yang tidak adaptif terhadap tuntutan kinerja,
pengawasan dan penindakan, SDM vyang terbatas, dan sebagainya,
kompleksitas kegiatan dan masalah pendidikan, pengaruh globalisasi dan
informasi terhadap mekanisme dan kinerja sektor publik, belum kuatnya
keterlibatan dan partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam proses

kebijakan publik, semakin tingginya tuntutan masyarakat, perubahan
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~a

paradigma dari “government” menuju “governance”, sorotan dan stigma
masyarakat terhadap kurangnya motivasi, etika, moral, dan responsitivitas
pegawai pemerintah.

Penerapan prinsip good govermnance dalam penyelenggaraan pelayanan
sehatan melalui rumah sakit daerah memiliki kendala-kendala utama yang
secara umum disebabkan oleh etika pelayanan publik, persepsi publik dan
kesamaan pemahaman, budaya dan karakteristik masyarakat daerah, serta
penguasaan teknologi informasi dalam menciptakan hubungan dua arah
secara baik antara pelayan publik dan publik yang dilayani.

Strategi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan daya tanggap pada Dinas Pendidikan, yaitu
dengan melalui rrama, pendekatan behavioris yang menekankan pada
SDM birokrasi dan Kepemimpinannya, Perubahan pola pikir (mindset) dan
sikap mental serta peningkatan kapasitas aparatur pelaksana,pemahaman
dan penguasaan teknologi, sikap yang lebih akomodatif, ramah, sopan dan
mampu mendorong masyarakat untuk lebih dekat dan berpartisipasi dalam
layanan pendidikan; kedua, pendekatan institusional, yakni ngulamakan
unsur organisasi dan pemenuhan sarana prasarana yang baik untuk
menunjang pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi dan daya tanggap
tersebut. Memaksimalkan pengawasan eksternal seperti yang dilakukan
oleh DPRD, Dewan Pendidikan dan Ombudsman.Ketiga, pendekatan sistem
sosial politik, tu cara kerja dan metode yang dikembangkan dengan
memperhatikan dan menekankan unsur-unsur sosio-politis dan budaya

masyarakat setempat, termasuk peraturan dan kebijakan yang dibentuk

sebagai acuan atau landasan dalam pelaksaan ketiga prinsip tersebut.
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5.2

Strategi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan daya tanggap ada RSUD adalah dengan
pengembangan Model Strategi Yang Berorientasi Pada Keterbukaan
Informasi Dan Komunikasi Publik; modelrategi berbasis Citizen's Charter.;
Model Strategi Responsif Berbasis Teknologi Informasi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian iniekomendasi yang diberikan adalah

sebagai berikut :

1.

Perlu adanya perhatian khusus terhadap strategi yang ditawarkan dalam
penelitian ini sehingga terbentuk interkoneksi yang baik terhadap perbaikan
sistem pelayanan publik berdasarkan isu dan kendala yang dihadapi di
masing-masing bidang pelayanan dan daerah;

Penyelesaian kendala penerapan prinsip good governance perlu dilakukan
dengan melihat tingkat kepentingan masing-masing prinsip good
governance, sehingga akan mempermudah dalam upaya penyediaan
anggaran oleh setiap SKPD di Kalimantan Selatan.

Perlu adanya pembentukan tim kelompok kerja dalam mengawal

pelaksanaan strategi melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perlu adanya good will/political will yang tercipta bagi setiap pimpinan dan
kepala daerah dalam upaya mewujudkan good governance terkait pelayanan
publik.

Perlunya Penyusunan Peraturan Gubernur/ Peraturan Walikota/ Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan RSUD.

Perlu sikap kooperatif dari masyarakat dalam penerapan etika pelayanan

publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
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